
IV(enimbang

GUBERI\UR LA.IYIPTING
PERATURAI{ GI'BERIR'R I.AUP['!TG

NOUOR 60 TArflrr 2020

TENTANG

PENOMAJV PELAKSANAAN BANTUN{ SWADAYA MAIIAN SIT.'AHTERA DAN
POITDOK WISATA t'I PROVINSI LAUPTII{G

DENGAI{ RAHMAT TI'HAN YANG MAI{A ESA

Merrgingat

,

GT'BERIIUR L/TMPT'ITG,

a. bahvra dalarn rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
dibidang pe'runahan dan permui<iman yang layak dan sehat
serta dalam rangla memberdayakan masyarakat melalui
upaya meningkatkan rumah tinggal sehingga dapat
berfungsi sebagai pondok wisata guna meningkatkan
pen.dapatan dan kesejahteraan masyarakat perlu
memberikan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)
kepada lvlasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di
Provinsi l,ampurrg;

b. bahu,a Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 7/PRTlMl2OlS tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya perlu ditindak lanjuti dalam bentuk
peraturan yang nrenjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan
Bantuan Swadaya Mahar, Sejahtera dan Pondok Wisata di
Provinsi l,ampur rg;

c. bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Swadaya Mah,an Sejahtera dan Pondok Wisata di Prorrinsi
lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 :entarrg Pembentukan Daerah Tingkat I
Iampung dengan rnengubah Undang-Unda:rg Nomor 25
Tahurr 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, 'fambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor lL Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 l{omor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon"-sia Nomor 4967);



I

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peruma,han
Dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188):

5. Undang-Undang Nomor '12. Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4932) sebagairrrana telah diubah Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 '['ahun 2011 tentang Pembenttrkan Peraturan
Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahuu 2014 Nomor 244, Ta:nbahan Irmbaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali telah diubah teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerir.tahan (Lembaran rr*egara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republih lndonesia Nomor 5601);

B. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tam.bahan krnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52?2);

9. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 20 12 tentang
Kesej ahteraan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahur. 2012 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
i0l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nonror 12 Tahun 20 1 9 tentang
Pengelolaan Keuangan f)aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Peru bahan Kedua Atas peraturan menteri Dalam
Negcri Nomor I3 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Kguanean Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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13. Peratrrran Mented Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedorrran Pemberian Hibah dar Bantuan Sosial
yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Bel,anja
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tenta.r.g Pedoman Pernberian Hibah
dar, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tatrun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9
Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahur 2014 Nomor 932);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republih lndoneeia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah rlengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 'Iahun 2018 (Berita Negara
Republili Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana
Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1489);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nornor 7/PRT/Ml2Ol8 tentang Banturan Stimulan
Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nonror 403);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralryat Nomor 29lPRTlMl2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan tlmum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 llomor 403);

19. Peraturan Daerah Provinei Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinei lampung
Tahun 2O|O-2O29 (I^:mbaran Daerah Frovinsi l.ampung
Tahun 2010 Nornor 1);

20. Peratrrran Daerah Provinsi la.rnpung Nomor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA) Provirrsi Lannpung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2012 Nonror 6);

21. Peraturan Daelah Provinsi lampurrg Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentrrkan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi lampung Nomor' 491);

MEMUTUSI(AN:

PERATI'RAI{ GUBERITT'R TEITTAI{G PEDOUAI{
PELITKSANAAN BAITTUAIT SWADAYA UAIIAT SBIAITTERA
DAI| POI{DOK WISATA DI PROVII|AI T.AUPT'ITG.

I
,

Menetapkan

Pi,'l,U Ii'-r),:lr'''-l
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BAB I
IrETTNTUAN I'UI'M

Pe.d 1

Dalam Pera rurair Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provi.rrsi ada'lah Provinsi Lampung.

2. Pernerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Wdikota beserta
Perangkat ciaerah sebagai unsur penyelenggara. pemerintahan daerah di
I\'ovinsi l,ampung.

3. Gubernur adalah Gubernur lampung.
4. I)in.as Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas

PKP adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi/ Ihbupaten / Kota yang
m embidangi urusan Perumahan.

5. liepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut
Drrras PI(P adalah l(epala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Lampurrg.

6. l)inas F'ariwrsata dan Ekonomi X reatjf selanjutnya disingkat Dinas Parekraf
arialah perzurgkat daerah pada Demerintah hovinsi/ Kabupaten / Kota yang
membidangi urusan Pariq"isata dan ekonomi kreatif.

7. Dinas Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang selarjutnya disingkat Dinas PUPR
adalah perangkat daerah pada Pemerintah hovinsi/Kabupaten/Kota yang
membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD
adaiah unsur penunjang Urusan Pernerintahan pada Pemerintah Provinsi
la:npung yang melaksanakan Perrgelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan keda pengelola keuangan daerah yeng Eefirpunyai hrgac
rnelaksanakxn pengclolaan APBD dan bcrtindak scbegat bcndahara umum
daerah.

10. Bendahara Umum l)aerah yang selanjutnya disingi<at BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam lcapasitas sebagai bendahara umum daerah.

tt.Pejabat Pemruat Komitrnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yarg bertanggung jawab atas pelal(sanaan Pengadaan Barang/Jasa.

12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah renca:na keuangam tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan l'erx,akilan Ralryat Daerah.

l3.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selaqjutnya disingkat MBR adalah
masyafakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukung,an pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

14. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtena yang selanjutnya disingkat BSMS adalah
fasilitas pemerintah berupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan
meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

'15. Ba.ntuarr Swadaya Pondok Wisata yang selanjutnya disingkat BSPW adalah
fasilitas penrerintah berupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan
meninglraikan keswadayaan dalam perrin gkatan kualitas rumah yang terletak
pada Kav,asan strategis Pariu'isata serta memberdayakan rlasyarakat melalui
penambahan fungsi rumah sebagai pondok wisata.

16. t(elornpok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KpB a<ialah himpunan
MBR dan atau Jompo dan arau penyandang distabilitas penerima
BSMS/RSpW
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17.Tirn Teknis adalah Tim pada Dinas PI(P Provinsi la.mpung yang bertugas
melakuk'an verifikasi dan validasi secara faktual terhadap rekomendasi telo:is
dari Kcrnsuitan Manajemen dan dibentuk dengan Keputusan Gubemur
Lampung.

l8.I(elompok Ke4ja Peru.mahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya
disebut POI(JA PKP adalah wadah koordinasi pembangunan pentmahan dan
kawaseLn permukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

tg.Rrrmalr adalah bangunan gedung yang bertungsi sebagai tempat tinggal yang
layak h.'ni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuni:r1'a serta aset bagi pemiltknya.

20. Rumah l,a1,ak Huni yang selar{ utnya disingkat RLH adalah ru.mah yang
rr emenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum Iuas
biugunan, serta kesehatan bagi penghuni.

2l.Peningkar:an Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan
nremperbaiki kompor:en rumah dan/atau niemperluas rumah untuk
nreningJ<allcan dan/ atau memenuhi syarat rumah layak huni.

22.Pembangprnan Baru rumah swadaya yang selanjutnya disingkat PB adalah
kegratan penrbangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas
prakarsa da:r upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

23. Rr:rrcana Tata Ruarxg Wilayah yang selanjutnya disingkat RIRW adalah rencana
tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi/ kabupaten / kota yang
berisi tt-tjuan, kebijakan, strategi peuataan ruang, rencarla strul,tur ruang,
l'encana pola ruang, penetapan kawasan swategis, arahan pemanfaatan ruang,
Ca^l ii.etentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi / kabupaten /kota.

24 l.ukasi iiSMS adalah lokasi penerima. BSMS per desa./kelurahan.

25.lokasi FJSPW adalah iokasi penerima BSPV/ per desa/kelurahan.

26.Ptrngguna hggaran yang seianjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/h-mbaga/Satuan Ke{a
Perang]<at Daerah atau Pejabat yang dis.e makan pada Institusi Pengguna
A"PBN/APBD.

27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
;iang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

28. Pejabat Fembuat Komitmen 5'ang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang ircrtanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Berang/Jasa.

29.I\l:ak Keiiga adalah perorangan rlan/atau badan usaha/badan hukum yang
ditetapkan oleh PPK untuk me L aksanalan sebagian tugas dan tanggung jawab
PPK.

30 Konsultan Manajemen adalah tenaga profesional yang melekranakan sebagian
tugas drm tanggung jawab PPK dalam merencanalen, pendampingan teknis,
mengettdalikan teknis kegratan, melakukan anaiisa kelayakan dan perhitungan
teknis, serta pengawasan penerima bantuan dan KPB termasuk
pemberdayaannya dalam meliaksanakan konstruksi perumahan swadaya.

3l.Program Prioritas adalah program yalg bersifat menyentuh iangsung
kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan
menriliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat
berdasarkan kebije.kan Pemerintah.
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Panl 2
Maksurl Pcrerturan Gtrbernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah,
pelaksana kegiatan, dan masyarakat dalam:
a. melaksanakan penyduran BSIIS dan pondok wisata bagi masyarakat

berpenghasilan rendah ; dan
b. memberdayakan masyarakat melalui peningkatan fungsi rumah tinggal

rnenjadi bentuk usaha pondok rrdsata.

Pard 3
Ttrj.ran ditel.apkannya Peraturan Guberrur ini adalah:
a. melakslrtakan penyal:rran BSMS dan pondok wisata bagi metsyarakat

berpenghasi)an rendah secara teltib, efisien, ekonomis, efelctif, transparan, dan
akunt.abe); dan

b. urerrcip.krkan keselarasan antar propam BSMS dan pondok wisata dengan
prc,gram bidang pemberdayaan rnasl'arakat dan penataan ruang di Provinsi
Iampung.

Pssal 4

Ruanl3 Lirrgl<up Pereturan Gubernur ini adalah:
a. BSIvIS, meliputi:

l. Bentuk BSII{S;
2. Jenis kegiatan BSMS;
3. Pelaksana BSMS;
4, Tugas Pelaksana BSMS;
5. Pel'syaratan Penerima BSMS;
(,. Penetapan lokasi dan calon penerima BSMS; dan
i'. Penyaluran BSMS:

b. tiSPW, mcliputi:
Berrtuk dan Jenis kegiatan BSPW;
Pelaksarn BSPW;
Tugas Pelaksana BSPW;
Persvaratan penerima BSP\I/:

I

2
2

4

31. Rincian Anggaran Biaya (RAE)) BSIIIS dan BSPW adalah dokumen yang memuat
informasi uraian pekerjaan, r'olurre dan harga satuan bahan bangunan yang
diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan Barang oleh Dinas
PKP ftovinsi.

33. Kewasan Strategis Pariwisata adaLah kawasan yemg memiliki fungsi utarna
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
n'rempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alarrr,
ciaya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

34. Pondok Wieata adalah al<omodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni
oieh perniliknya dan dirnanfaatkan sebagian untuk disewakon dengan
mernberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam
kehidupan s,-.hari-hari pemililcrya

35. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan alomodasi berupa bangunan rumah
tinggal yalg dihrrni oleh pemilikrrya dan dimanfaatkan sebagian untuk
disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatavran untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehan-hari pemiliknya.

36.'lirn Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim
yarlg ber tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah.
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(1)

(2)

(1)

(21

5. Penerapan lokasi dan calon penerima BSPW; dan
6. f'enyaluran BSPW;

c. Snmber dana, penganggaran, dar: besar bantuan;

cl. Pembinaan pelaksanaan BSMS dan BSPW;

e. Penrantauan dan e,valuasi

f. Larangan dan sanksi; dan

g. ketentuan peralihan

BAB II
BANTUAIT SWAI'AYA II.AIIAJE SE.'AIITERA

Baglan Ksratu
Bentuk Bantuan Sradaya Mehan SteJahtera

Paral S

BSMS berbentuk uang.

BSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSMS
dan digu nal<an untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

Jenis Kegiatan BSMS merupakan kegiatan PK terhadap RLH.

Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima
BSVIS yang memiliki darr menernpati satu-Batunya Rumah dengan konCisi
tidak layak huni agar menjadi layal: huni dengan memenulf persyaratan:

a. keseiamatan bangunan;

b. kesehatan penghuni; dan

c. kecukupan minimurn luas bangunan.

Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
pemenuhairr standar keandalan komponen struktur bangu nan serf.a
penirrgkatan kualitas RLH dengan kriteria:
a. dinCing dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dalam

kon<iisi ;usak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, Iantai,
dan dinding bangunan.

b. lantai terbuat dari tanah, papan, trambu / semen, atau keramik dalam
kondisi n sak.

l(esehatm lrcnghuni sebagairrana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
penrenuharr standar kecukupan sarana perrcahayaan dan penghawaan serta
ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi air bersih, mandi, cuci, dan
kakus.

Kecukuoan rninimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pacia ayat (2)
huruf c rneliputi pemenuhan standar ruang gerali minimum per-orang untuk
l..enyamanan bangunan, dengan luas lantai kurang dei 7.2 m:/oran! (tujuh
l<oma dua rneter persegi) perorang.

(s)

t,4l

(s)

Baglan Krrduu

Jonlr Kcglatan Bantuan Swadeya Mahan SoJahten

Paral 6
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Baglan Kctlga

Pelakrana Bantuan Sredtya Mahan ScJehtera

Pangraf 1

Pohllana Bantuaa Swadlya Uehqn ScJahtera

Pa$l 7
Pelaksana IISMS terdiri dari:

a. Pelrglfuna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) ;

b. Kelompok l(erja Perumahan dan Kawasan Permukimant (Po\ia PKP) Provinsi;

c. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Po\ia PKP)
iGbupaten/Kota;

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

e. Peiabat Pelaksana Teknis Kegiaten (PPTK);

f. K onsultan Manajemen;

g. Tlnr Teknis Provinsi;

h. Tirn Teknis Krrbupaten/ Kota;

i. Penerima Bantuan;
j. Keptrla Desa/Lurah; dan

k. K.elornpok Penerima Bantuan (KPB).

Paragraf 2

Tuger Pclelnna Bartuea Swadaya fehra ScJehtere

Pa*l E

(1) PA,/ I(PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-PD;

b. menyusun DPA-PD;

c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anpJgaran belanja;

d. rr.elal$anakan anggaran PD yang dipimpinnya;

e. melal$Jkan pengujian atas tagihan dan mer:rerintahl<an pembayaran;

f. mengadaLkan ikatan / pe[anjian kerjasama dengan pihak tain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

g. menandatangani SPM;

h mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang
dipimpinnya;

i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jau,ab PD yang dipimpinnya;

j men'nrsun dan menyampaikan laporan keuangan PD vang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggarar PD yang dipimpinnya;
l. mela.ksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
r,r. bertanggung jawab atas pelaksanarm tugasnya kepada kepala daerah

melaiui Sekretaris Daerah provinsi.
l-%:--- ?-------Eb
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i. monitoring dan evaluasi ter:hada kineda KPB dan penerima BSMS;

(21 Pokja PKP Provinsi sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 huruf b mempunyai
tugas melakukan verilikasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap
usulan kal>upaten/kota calon penerima BSMS sesuai dengan program
prioritau provin si dan rekomenclasi teknis dari Tim Telanis dan Konsultan
IlIanajerrren.

t3) Pokja PKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
mempunyai tugas melakukan verifikasi, evaluasi, dan memberikan
rekomendasi terhadap usulan Kepala Desa/ Kelurahan program prioritas
provinsr,/Kabupaten/Kota dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis dan
Konsulten Manajemen.

(() PPK sebagairnana dimaksud Pasal 7 huruf d mempunyai tugas:

a. melaxtrkan seleksi calcn penerima bantuan;
b. rrrenyalurkan bantuan;
c. melakurkan perikatan denger,n penerima BSMS dan/atau pihak ketiga

(antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa);
d. melalukan pengawas€n dan pengendalian;
e. melalrukan tindak turun langan terhadap laporan Hasil Perneriksaan

(LHP);

f. melal<ukan monitoring dan e'raluasi pelaksanaan program;

9,. merqeluarkan rekornendasi penarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB
yang diverilikasi oleh Tim Verifi.kasi;

h. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Konsultan lVanajemen;
i. membuat laporan progres bulanan kepada PA/KPA; dan

.j menyusua petunjuk teknis pelaksanaan BSMS pada RLII untrrk ditetapkan
olel' PA/KPA.

(5) Pt'TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas:

a. mengesahkan RAB yalg dibuat oleh KPB.

b. rnelaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSMS;

c. menyampaikan laporan progres Il ulanan kepada PPK:

cl. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan
e. rnenyiapkan dokurnen administrasi terkait dengan persyaratan pengadaan

barang dan jasa.

t6) Konsultrm lManajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f
meruprrnyai tugas:

a. melakukan verifikasi, validasi, analisa kelayakan, dan perhitungan teknis
terhadap proposal BSMS dari Calon Penerima Bantuan KPB;

b. ber,sama Tim Teknis melakukan an alisa kelayakan dan perhitungan teknis
sesuai aturan perundang-undangan atas proposal BSMS dari KPB;

c:. merr.berikan rekomendasi teknis kepada Po$a PKP atas proposal BSMS
dari KPB;

ci. menyusun teknis pelaksanaan BSMS meliputi perencanaan, pengaturan,
penf iapan, pclatihan, dan pendampingan calon penerima BSMS;

e. me,mberi tugas dan pengarahan secara rutin mengenai teknis pelaksanaan
BSMS, serta menjelaskan kebijakan pemberian BSMS;

f melakukan koordinasi dan menyanrpaikan kemqjuan pelaksanaan BSMS
kepada Tim'Ieknis dan PPK;

g. melakukan sosialisasi pelaksanaan BSMS kepada masyarakat;
b. memfasilirasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;



j. bimbingan teknis rlan supen isi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengembangarl terhadap hasil kegiatan BSMS.

k. mendampingi calon penerima BSMS dalam penyusunan dan pengajuan
proposal;

l. mendampingi penerima BSIvIS dalam penranfaatan bantuan;
nr. mela-k.ukan koordinasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan BSMS

kepada PPK dan Polla PKP Provinsi;
n. menyelesaian m.asalah dalarn rangka pencapaian progres pelaksanaan

BSIViS;

o. menindaklanjuti pengaduan masyarakat. dan rnelakukan tindak turun
tangan sesuai keu/enangan;

p. melalrukan evasluasi dan penilaian keine{a penerima BSMS;
q. membuat laporan progress pekeq'a.an BSMS mulai dari 0olo (nol persen),

30% (tiga puluh persen) dan l00o/o (seratus persen); dan
r. melakssnakan ketentual lain sesuai kontrak dengan PPK.

(71 Tim'I'eknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai
tu gas:

a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Tim
Teknis Kabupaten/ Kota dan l(onsultan Manajemen;

b. melakukan verifikasi dan validasi atas hasil scleksi calon penerima BSMS
dari Tirn Teknis Kabupaterr/ Kota;

c. mernvenlikasi proposal dari r:alon penerima BSMS;

d. melakukan analisa dan perhitungan telicris bersama k,rnsultan Manajemen;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

(tt) Tim Telmis lhbupaten/Kota setragaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h
menrpr.rnyai tugas:

a. nrelakukan sosialisasi darr penyuluhan kepada masyaraka!
b. melaku kan seleksi dan validasi calon penerirna BSMS;

c. nrernverilikasi proposal dari calon penerima BSMS;

d. m(,lakul€n pembitraan dan penciampingan nrasyarakat;

e. melakul<an pengawasan dan pengendalian; dan
f. rnelaku-<an pernantauan dan evaluasi.

(9) F'enerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mempunyai
tugas.

a. mengikuti sosialisasi, penS'uluhan, dan pernbekalan dalam pelaksanaan
BS}IS;

b. membentuk kelompok penerima bantuan (KpB), dengan ketentuan jumlah
anggota rnB palils sedikit 5 (lima) ora.g dan paling banyak 20 (duapuhrh)
orang termasuk Ketrra dan Sekretaris;

c. menrbuat Surat Pemyataan pelaksanaan BSMS;
d. menyusurr dan mengajukan proposal;
e. mernanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
f. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
g. menyusun laporan pertanggungjawaban.

i.--r- ! _-!k!_

t0

(
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Baglan Keempat

Penyaratrn Pencrlma Bantuen Swedayr [rhan SeJahtera

Paral 9

(1) Calon Perrerima BSMS wajib mengajukar permohonan BSMS secara
berkelompok.

(2) Mekanisrne pengaiuan dan penetapan Penerima BSMS sebagaimana
rlimaksud pada ayat (1) dilakukan seouai prosdur scbagafunana tettantum
dalam Lanrpiran I.1 yang rnerupakan bagtan tidak terpisah dari Peraturan
Gubemur ini.

Paeal 10

(1) Setiap orang yang menjadi calon penerima. BSMS merupakan MBR yang
r:remerruhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung
selrurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

b. sudah berkeluarga:

c. memiliki tanah dengan alas hak yang sah;

d. metriliki Rumah dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi
tidak layak huni'

e. beh,rm pernah rnemperoleh BSMS atau bentuan Pemerintah atau
Pem.erinah Daerah untuk program perumahan;

f. berpenghasilan paiing banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
g. berkomitrnen mengikuti ketentuan prograrn.

(2) Tana.l^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c haru s memenuhi
persyaratarr:

a.. tidak dalam sengketa; dan
b. sesuai tata ruang dan zorrasi.

F-----tu_tifr

(j 0) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufj mempunyai
tugas:

a. melakukan sosialisasi, penruluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
b. merrrletahui atau mengesahkan hasrl seleksi calon penerima BSMS;

c. memfasilitasi penyia.pan kelengkapan administrasi calon penerima BSMS;
dan

d. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

(l l) l(PR sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf k mempunyar tugas:

a. membangun rumah secara berkelompok;
1-r. melakukan monitori:rg dan pengarvasan kepada anggotanya dalam

pr,lalcsanaan BSMS;
c. meniJgerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang

urrtuk menambah BSMS; dan
d. rnenyampaikan Iaporan kepada Kepala Desa dan Konsultan Manajemen

progress pekerl'aan BSMS mulai dari Oo/" (nol persen), 307o (tiga puluh
persen) dan 1007o (seratus persen).



KCII{TR.A.K/PERIAf,JIAf, NER^JA SAfiA A[TAR.O, PPI( DAIY PEIYERIUA
BAN'fIJ'JI{ BERIIPA UAICG Uil'TUN PENIIIGI(ATAI{ I(WALITAS AANGI'I{ITN

[-0",n, ,il ESI}IS/BSPW,r
L____l

Pada hari rni ...........,.. tanggqf ..,...... bulal ......... tahun .,........ bertcEpat di
:..., .:.... dalaat ralgka pclaksanaal BSLIS/BSPry/ .), Karat ya:rg bcrtanda tangan di
bawah rni :

Nama
J aba t.an
Selakrt : ppK pemberi barrtuan berupa. uang untuk pembsngunan

Rumah Tidak t aya-k lluni BSMS/BSPW .l
tnni:rdak untuk dan etas nama penerintah Daerah irrovinsi lampung, yang
selanjutlya disebut PIUAI( l(DBAffU, dan

: krmptmg
: Peneijma BSMS / BSFqr,) berupa uang untuk
petubangunarr RTLH.

bertindak untuk dan atas nana penerima BSMS/Bspw .) untuk pembangunan
Rurralr Tidak Layak Huni, yang seiranjuUrya dlscbut plEAlI lllDUA.

PrHAI( l(EsATu (tan PTEAI( I(EDUA untuk selanjrrtnya secara bersaua-sama disebut
sebagai FAIIA PIHAIG

PARA PIEAI(, te rlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Snma sebagai
berik ut:
1 . I)okumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Daerah (DpA-

PI'/KI)) tsnggsl..... Tahuo Anggaran ..... pada BPI(AD Pnovinei Lampung;
2. Peratrrran Gubermrr t ampung Nomor....... Tahun ..., tentang Baatuan Swadaya

r\[ahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Prouinsi Lampung.

Berde sarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIEAI( sepakat untuk
merigadakan Pedanjian K.erja Sama tentang Peuyaluran Bantuan Swadaya Mahan
Sejahtera (BSMS) / Bantuan Swadaya Pondok Wbata (BSPW) ') untuk Pembangunan
RILH, yang selanjutnya disebut "Pedaniian Kerja Sarna', dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pr.il 1
KGtG[tla! Urrtrt[

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengari:
1. Bantuan Swat{aya Mahan Sejahtera yang selanjutnya dfuingkat BSMS adalah

b.rntuan p:merintah berupa sti:nu1an bagr masyarakat berpenghasilan rcndalr
rurtuk ceningkatkan keswaday6211 dqlem pembangunan Rumah tjnggal menjadi
Rurnah t,aya} Hrrni. ')

2. Bantr..an Swa( aya Pondok Wisata yang sclanjutnya disingkat BSP\ I adalah fasilitas
pemerintah lrcrupa stimulan kepada ItilBR untuk mendorong dan meningkatkan
!<c,rwadayaarr (talem peningketan l(ualitas rumah yang terletal( pada Kawasan Strategis
Parlwisa:a serta mcmberdayakan masyarra-Pst melalui penambahan fungsi rumah sebagai
pondok wtsata. *)

3. Pejabat Pelobuat Komitmen yang selanjrrtnya disingkai- PPK adalah pejabat yang
diberi kr:r'renanBan oleh Perrgguna Anggaran/Kuase Pengguna Anggaran untuk
rnengambil keputusan clan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
aras bCEa@MS/BSPW 1 ftovinsi Lamptulg.

Nama
Nomor K1?

Desa/ Kelurahan

Kecaroatan

Ka.buprrGn/ Ii,ota

Provinsi
Selal<rr



|l--_...1

I rorn.z-zz-l L,APoRAN PRocREs
PEI.,,AKSAN AAN PEMBANGUNAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SB.]AHTERA

/PONDOK WISATA *) (100o/o)

aan1j96-

.i 
I Garnbar I Gambar 2 Gambar 3

l

l/en1'etului,
'lirn Teknis
Itab/Kota

Didampingi'
Konsultart
lvlanaj ernen

...... I ...... I ..20.....

Ketua KPB

Penerima
tsantuan

R:
1

2

kornendasi oleh Tim Teknis:

FJSMS/BSPW
*) Coret y.rng tidak Periu

. Progres fisik 100%, dilaporkan telah !XF" 1 
-. t;;'"- fisik belum mencapai 100o/o, KPB mengembalikan dana

Gambar 4

t_

Narna Penerima Bantuan :

Narrra KPB :

Alamat :

Deea/Kelurahaa :

Kecamatan :

.) ( )

.)



|rlrnr 2- I

Daftar Formullr Keglatan BSMS/BSPSI

Surat rmohonan BSMS
Surat ataan enerims BSMSItrrm 2-2

Irqrq lj-]
ttrrm 2-.1

Iiorm 2-5

S sillkasi teknis atan kwalilas BSMSn

lrrlrn 2-6

Rencana An ran Bia a USNTS

Contoh Format K.lnt raVKerja Sama PPK dan Penerima BSMS/BSPW
Pern'lohonan cl lokasi BSMS dari alikota
Penilaian Ka ota Ke iatan BSMS/BSPW
Penilaian Kondisi RTLII BSMS
Penilaian Kondisi Rl'Ltl BSPW
llasil Seleksi Calon Penerima BSMS Berdasarkan Ke War

llasil Seleksi Calon Penerima BSPW Berdasarkan K akatan W
Lenrbar Veril'rkasi Pro BSMS Berbentuk U Perseor

Lembar Verifikasi Pro BSPW Berbentuk U

Permohonan Peneta n Penerima BSMS dari Tim Teknis Kab/Kota

naan Dar,a BSPW

Form 2-7
l'orm 2-8

l;orm 2-9

lirrnr 2- l(l
Iiorm 2- i I

liorm 2- 12

trorm 2- I 7

Irorm 2- lli
liorm 2- 19

liornr 2-20

Form 2-21

Ii)rn 2-22
Form 2-23

l:orm 2-24
Ironn 2-25

Form 2- l5
liorrn 2- l()

Ip,r_,tt ?-z! .

F ttrm 2-27

L
R

P

itulasi Pen aluran Dana BSMS/BSPW
Berita Acara Serah Terinra Bantuan BSMS/BSPW

Pro Pemba nan BSMS/NSPW *

GUBERNUR LAMPUNG,

ARIUAL DJUNAIDI

ttd

I

salnan calon penerims BSPW (RTLH Pada Kawasan Pariwisata Str
ariwisata Strategis)Surat Permohonan BSPW RTLH Pada Kawasan P

s atan kwalitas BSPWfikasi teknis n

Sura t

Berita Acara Hasil Veritlkasi Permohonan Bantuan BSMS
Berita Acara llasil Verilikasi Permohonan Bantuan BSPW

n Bia a USPWRencana

Penerima BSMS

tusan Cubernur Lam Penerinra BSPWPe

Penggunaa,r Dana BSMS
usan Gubernur Lanl Pe

caion

trorm 2- ll
Ponn-21-



t-L.":.^l

BERITAACARA
SERATI TERIMA BAITTUA.IT BSMS/RSPW

TAIn N 20..
)lomor:

JENIS BAHAN MNGUI{AN/ TOKO
PENYALUR BUKTI PEMINDAHBUKUAN REKENING

JUMII}I UANG

Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah
berlaku setelah dita,r,datangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERT.AMA

l'a<.irr hari inr ... . Tangg,al Bulan Tahun Dua Ribu I(,rfti yang
bertA ndatangan di bawah ini :

I ' """""" 
""', ;,,frH]^-lf";,,FffiffiHth'tfl* 

No*or "" rangsar

..............nIqrnat.................(desa/ kelUrahal, kece'natan,
kabupa.ten/kota) dengan nomor K^TP bcrtindak danatas narna kelompok penerima bantuan
.... .........yang selarrjutnya disebut "HI-IAK KEDUA".

Atas Dashr :SK Gubernur kmpung No.... Terggal...Tentang Peueri:ma Bantuan
Swadaya Mahan Sejahtera dan pondol: V/iseta (BSMS/BSp\il)
benrpa uarrg untuk pemhangunan RTLH dsn RTLH pondok wisata.

Meneraugkan :

l. PII-IAK KESATU telah menyerabkan uang yang dilakukan secara elektronik
nrela-lui rekening PIHAK KEDUA dengan rir,cian sebagaimana terlampir delqrn
bukti lr.kering atas rmrne ...... no lekening .....,..

2. t-IHAK KEDUA telah menerJme uang, untuk Dembangunan RTLH d.ari pllIAK
KESATU dalpm kondisi cukup.

3. PIHAII. KEDUA eksn rn6nggunakan bantuan uang untuk pembangunan RTLH
menjadi layak hu:ri/ dan memfungsikan sebagai pondok wisata.

Daftar rlncirn penyalrrran uang scbagaimana dimaksud pada angka I dal angka 2
addah sebagai berikut :

PIHAK K.i!]t)UA

Kepala Desa/ Lurah

NO

I

MP

Mengetahui,

a

stEmpel

lvlerryatakan:

Ketua Tim Teknis
Ihbupaten/Kota

stempel

I



Form 2-24
LAPORAId PENGGUNAAIC DAl{.4 BSI'W

N a.ms. Perrerirua i]ertuan
Nomcr BNBA
Besr:r Bantua:l
Nnrra KPB

B. PROCRF-',S PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSIIS

Kcaclaan @/o Keadaan 3(P/o

p:

Lantai :

Dinding :

Keadaan Minima.l 1 OOPlo

Atap:
Lantail.antar :

Dilding

fn rnpa.k 4 5 d(irajat
Sam ping Kiri

Tampak Depan

B,DOKIJMEN PENC}OUNAAN DANA BSMS
l. Nota Psmbayaral Bahan Bangunan
Kwitansi Fmbayaran uph tukang

I Tampak 45 derajat
Sarrping IGnan

)
Ji..,etujui,
Tilr Teknis
['rov in si

Diverifikasi,
Tim 'l'eknis
Kab/Kota

Didampingl
Konsultan
Manajemen

Rekonrendasi oleh TimTeknis :

l.Prrgres Fis:]< 100 7o, dil,.porkan telah Tuntas")
2.h.ogres Fisik belum mencapai loo% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima

Bantuan Diengembalikan dana BSPW*)

.,........,.,. 20.....

Pembuat laporan, l

pslplimn Bantuan



REKAPITI'I.ASI PEI{YALI'RAIT UANG UT|TUN I(EBTIII'HAX PEUBELIN{ BAIIAIT

BAITGTINAII PEXE'RIT,A BADIS/BSPW T} YANG PEXTBAYARAN!ffA DILNII'XAT{
OLEH BA.ITK PEI{YALIIR

Fcrm 2-?5

PENGESAHAN KEPAI-A DINAS PKP PROVINSI
TANOGAL SI( KEPALA DINAS PKP PROVINSI
PDRIfL{L Sli }(.EPALA DINAS PI(P PROV]NSI
KAT]I-]PATENi KOTA

l,B NAMA KFB DAN
KEIUA

DES,l,/
KELURAHAN

JENIS
BAHAN

BANGUNAN

JUMLAH
BAHAN

EANOUNANKECAMATAN

(Per Sa

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal ........ I ....... I 20..
Kepala Dinas PKP Prorrinsi

NIP

I

""1
-l-

I

I

I

l



Lampiran Keputusan Gubernur Lampung
Nolllo: :
Tanggal :

Tentang :

DATTAR NAMA PENTILIK RTLE PENERIMA B,{NTUAII SWADAYA PONDOK WISATA TASUN 20,-.

XABT.TPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA/KELURAI{qr,i

NO
NO

RI\IBA
NAMA. JEI.iIS

KELAMIN
NC KTP ALAMAT

TEMPAT
TINGGAL

Gubernur Lampung

l3
I

4r

3

I
L-iro
l--

i

BESAR
BA},ITUAN

(Rp.)
NAMA KPB

5

6

I

I



Menetapkan

KEDUA

K}iBMPAT'

tr{EMU'IUSKAN:

KEPUTUSAN GUBENRUR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN PETIERIMA BANTUAN SWADAYA
POI,IDOK WISATA TAHUN ANGGARAN 20.....
Menctapkan nama-narna penerima Bantrrair Swadaya
Pondok Wisata (BSPW) berupa uang untuk
pembangunarr RTLH untuk dl'ungsikan juga sebagai
pondok wisata selanjutnya disebut penerima BSPW
sebagaimana tercantum dafam Lampiran Surat
Keputusan ini.
Penerima BSPW sebagni mana dimaksud dalam Diktum
KESATU waiib bersungguh-sungguh untuk mengikuti
program BSPW sesuai peraturan perundang- undangan.
Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi
Keputusan ini mulai berlaku sejal< tanggal
ditetapkan, dengan ketent.'.ran bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimar.a mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Guirernur Iampung

20..

Tembusan
1. Bupati/Walikota.....;
2. Iiepala Diras Parekral Provinsi I empungl
3. Kepala l)furas PU dan Penataan Ruang Provinsi l-empunS;
4. Kepal6. D'ines PKP Provinsi l-empung;
5. Ketrte Pokja PKP Provinsi lannpung;
6. Keturr Pokja PKP lhbupatcn/Kota....
7. Fielompok Penerima BSPW

KESATL]

KE'IIC \



t2

(ii) Berkomttmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :

e. Berswadaya bagi yang mamprJ;

i). Membentuk Kelompok; dan

c. Bersedia tanggung renteng.

(4) Berswerclaya sslagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan bentuk
l<esiapa:r rnembangun atau meningkatkan kualitas rumah vang dibuktikan
dengarr:

a.. Me.niliki simpanan bata, batako, pasir, kayu, dan/ atau bahan material
banguna.n lainya' dan

b. Memiliki tabungan dana yang dapat diguna}an untrrk membeli bahan
material dan membayar upah.

Pasal I 1

Penurima l)rogram I3SMS diwajibkan menjaga kear,anan, kenyamanan dan
keas'ian linglcungan dengan ikut serta membuat tempat pembuangan sampah
(merntruang sarnpah pada tempatnya), membuat drainase/ saluran pembuangan
air lirnbah rumrrh tangga (tidak ktrmuh) dan menanam mirrimal 2 (dua) pohon
untlrir penghijauajl lirrgkunga:r.

Baglan Kcllme
Penotepun Lokarl Dan Calon Penerlma Bantuan Swadaya Mahan SeJahtera

Panagraf I
Penetapan Lokart

Paral 12

{1)

I,)\

(3)

(4)

BupatiiWalikota mengusulkan desa/kelura}an sebagai calon lokasi BSMS
y,ing telah diverifikasi, evalttasi dan direkomendasikan oleh POI(JA PKP

Kabupaten/Kota.

Pokia PKP Provinsi melakukan verihkasi dan esaluasi terhadap usulan Lokasi
BSMS Bupati/Walikota.

Gubernur menetapkatl Lokasi BSMS berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas

PKP sesuai hasil verifikasi dan evaluasi Po$a PKP Provinsi.

Re,komendasi lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) adalah lokasi yang

beracla di Prograrn Ger6ang Desa, Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis

F,t.ovins:i sebagimana tertuang di RTRW Provinsi dan atau yang mendukung
Prograrl Prioitas Provinsi dengan fornrat penilaian pada lampiran 2- 13'

Dalam rnerrerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4),

p.ti" pxffiotinsi melakukan venlikasi dan evaluasi berdasarlGn:

a. tingkat kemisi<inan di daerah kab'lpaten/kota;

b. proporsi juralah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah

Paaal 13

;

kekurangan Runtah terhadap jumlah rumah
c

kabuPat:n/kota
pr oporsi j umlah
kabuPattrn/ kota;

]ry" di daerah
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d. l<epedu)ian pemerintah daerah dalarn bidang perumahan, yang meliputi :

1. mempunyai data Rumah tidak iayak huni dan kekurangan Rumah yang
mrrtakhir;

2. rnempunyai program bantuan pemerintah daerah ddam bidang perumahan;

3. menyectiakan dana pendamping kegiatan BSMS dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; dan

4. hasil evaluasi kine{a pelaksanaan kegiatan BSMS tahun sebelurnnya.
e. Rekomendasi teknis dari Tim T'eknis dan Konsultan Manajemen sesuai

Lampirar: 2-9,2-14, dan 2-18;

i. program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Paragraf 2

Calon Ponerlma Bantuan Swadaya Mahan SeJahtera

,..Tr, f'anl 14
r,rl! (1) PPK meLakukan seleksi calon penerima bantuan berdasar lokasi yang

ditetapkal oleh Gubernur.

(2) ttalam melakukan seleksi calon penerima banluan, PPK dibantu oleh
pemerintall kabupaten/kota, Pokia PKP, fim Teknis, danlatau pihak ketiga.

(3) Hasil seleksi calon penerima bantuan diBahkan dan diusulkan oleh Kepala
Dinas r)KP ltovinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Penerima
Rantuan.

(.{) 'Jsulan trasil evaluasi sebagaimana djmaksud pada ayat (3) disampaikan
berttpa rekomendasi kepada Gubernur melaluiTAPD.

(5) Dalam rnenetapkan penerima bantuan BSI\4S TAPD m,:mberikan pertimbangan
atr s rekor-nendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
(lan kemampuan keu angan daerah.

Paral 15

Setirrp orang yang hendak menerirna BSMS harus mengajukan surat permohonan
secsra berkelompok kepada Gubemur melalui Kepala Dinas PKP Provinsi sesuai
Larnrriran Format 2- l yarrg dilenp;kapi dengan:

a. l)crkrrmen Administrasi, meliputi:

1 . Fotokopi Kartu Tanda Pendudlrk atau identitas lain yang sah, dan kartu
kelt:a.rga;

2. Surat keterangan penghasilan;

3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari
pejabat yang benrenang; dan

4. Surat Pemyataan sesuai LamJ'ilan Format 2-?.

h. L)okumen Teknis yang disiapkan oleh calon penerima BSMS berupa uang atau

bahan bangunan difasilitasi oleh Konsultan Manajemen' yeng meliputi :

1. Foto kondisi awal (OYd sesuai t'ampiran Format 2-3; dan

2. Rencaua telirris berupa lampiran Format 2-4'

r-
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Baglan Keenam
Penyaluran Bantuan Sradeya Mahan SeJehtera

(1) Perryalr.rran bantuan BSMS

Paral 16

diusulkan Kepala Dinas PKP kepada PPKD
berriasarkan Keputusan Guberrur tentang penetapan penerima BSMS.

(2) Penyeduran BSMS dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap ,iengan
cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening pener:ma
tsSMS rnelalui Bank Pemetintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang
rnengatur tentang Pe,ngelolaan Ke uangan Daerah.

(3) Pennnfaatan BSMS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSMS
dengan cara pemindahbukuan / transfer uang dari rekening Penerima BSMS ke
rekening toko/penyedia t ahan bangrinan untuk pembelian bahan bangunan
dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

(4) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko / penyedia bahan
trangunan drr.n diterima oleh Penerima BSMS.

(5) Penarikal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan sesuai dengan
ketentuan perbankan.

(6) Pemanfaatan BSMS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam 2 (dua) tahap maeing-masing sebcoar 50% (lima puluh
peruen) ,iari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencan a pemanfaatan bantuan
dari Penerima BSMS.

t7) Da-ftar rertcana pemanfaatan bar tuan sefegnir44n6 dimaksud pada ayat (6)
berisi rincian pembelian bahan bangunan <ian pembayalan upatr keq'a yang
dibuat oieh penerima bantuan berdasarkan proposal.

18) KPA/ Kepala Satker dapat menetapkan pemanfaatan BSMS dalara 1 (satu)
tahap dalanr hal tedadi:

a. kererbatasan waktu pelaksanaan; dan/ atau

b. kesulita.n akses ke lokasi.

(9) Penranfaatan BSMS dalam i (satu) tahap sebagaimena dimaksud pada ayat (8)

setelah dilakukan analisa kelayairan oleh Konsultan Manajemen.

BAB III
BAI{TUAN SWADAYA POIiIDOIT SISATA

Baglan Keratu

IBentuk f)an Jenla Keglatan Bantuan Svrdaya Pondok Wlsata

Paral 17

(1)

(2)

Bantuan Swadaya Pondok Wisata berbentuk uang'

Bantuan svradaya Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ari*;tn" kepada Penerima Bantuan' clan digunatan untuk membeli bahan

bangunan dan membaYar uPah kerja'

I-enggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan.untuk

i,fi GJ" fff.U merrjadi ,rr,nlh hyak huni dan sesuai standar pondok wisata'(3)
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Pasal 18

(1) Jenis Kegiatan Bantuan Swadaya Pondck Wisata merupakan kegiatan PK
t.rrhedap Rl,H yang terletak pada Kawasan Strategis Pariw'isata.

(2) K egiata.r Pll sebagaimana dimaksud pada aya.t (L) dilakukan oleh Penerima
BSPW .vang memiliki dan menempirti satu-satuny.a Rumah dengan kondisi
tirlak layak huni agal menjadi lay ak iruni dengan memenuhi persyaratan:

a. keselamatan bangunan;

b. keseh atan penghuni;

c. kecukupan rninimum luas bangu nan; dan

cl. pemenuhan standar ponCok rvisata sesuai peraturan perundang-undangem
yang berlaku.

(3) Keselamatan bangunan seb:rgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
1:emenuhan standar kear:darlan komponen struktur bangunan serta
peningkatan kualitas RLH dengar, kriteria:

a. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yar.g mudah rusak/lapuk dalam
kondisi rusak yang dapat menrbahayakan keselamatan penghuni, lantai,
dan dinding bangunan.

b. lantaj terbr.lat dari tanah, papm, bambu/semen, atau keramik dalam
kondisi rusak.

(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
pemenuhan standar kecukrrpan sarana pencahayaan dan penghawaan serta
ketersediaan sarana utilites bangunan meliputi sarana air bersih, mandi, cuci,
dan kakus.

(5) Kecukupan minimum luas bangunan sebaggimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c rreliputi pemenunan standar ruang gerak minimum per-orang untuk
kenyamanan bangunan, dengan r,uas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh
koma. dua rneter persegi) perorang.

(6) Pemenuhan standar pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d meliputi pemenuhan standar p:coduk bangunan rurriah tinggal dan fasilitas
penunjang:

a. rnemiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar
yang khusus untuk disewakan;

b. saluran pembuangan air yang lancar; dan

c. penyedinan air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau
tamu yang menginap.

Baglan Kedua

Pelakrana Bentuan Swedaya Pondok Wlleta
Paragnf I

Pelakrana Bantuan Svadaya Pondok Wlreta

Pasal 19

f'elaksana BSPW teldiri dari:

a. l'enggunn Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA];

b. Kelornpck Kerja Perumairan dan Kawasan Permukiman (Po\ia PKP) Provinsi;

c. Kelompok Keda Perumahan dan Kanvasan Permukiman (Pokja PKP)

KatruPaten /li:ta;
d Pejabat Pembuat Korrritmen (PPK); r
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e. Pejabat L'elaksana Telmis Kegiatan (PPTK);

f. Konsultan Manajemen;

.q. 'l'i':n 'leknis Provinsi;
h. Tirn T;knie Kabupaten/I(ota;
i. Penerima Balttuan;
j. k,epala l),.:sa/Lurah; dan
d. (elompok Fenerima Bantuan (KpRl.

Paragnf 2
1\gar PelaLrana Bantuaa Srradaya Pondok pi:ata

paral 20
(1) P,I/KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas:

e.. menyuslln RIG-PD;
b. rnenyrrsun DPA-PD;
c melakukan tinrlakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
d. melahsanakan an ggaran PD yang dipirnpinnya;
e. rnelakul<an pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
i. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasarna dengan pihak lair"r dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;
g. melandatangani SFM;
l:. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab pD yang

dipimpinnya;
i. mengelola barang rnilik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab PD yang dipimpinnya;
j. menvusun dan merryampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggai'an PD yang dipimpinnya;
l. nrelaksanakaa tugas-tugas pengguna anggiaran berdasarkan kuasa yalg

dilimpahkan oleh kepala da,erah; dan
:n. bertalggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah

melalui Sekretaris Daerah Provirrsi.

(2\ Pokja PI(P Provinsi sebagairnana dimal<sud cialam Pasal 19 huruf b
rnemptrnyai tugas memherikan penilaian dan evaluasi terhadap
kabupaten/kota penerima BSPW sesuai dengan program prioritas provinsi,
Kawasarr Strategis Pariwisata Prorrinsi sesuai Tata Ruang, dan rekomendasi
teknis dari Tim Teknis dart Konsultan Manajemen.

(3) Pok;a PKP lhbupa.ten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hunrf c
mempnnyai tugrts melakukan memberikan rekomendasi atas usulan Kepala
Desa/Kelurahan untuk selanjutnya ditakukan validasi oleh Tim Teknis Dinas
PKP lhbuprtten/Kota.

(4.) PPK sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d mempunyai tugas:

a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
b. menyalurkan bantttan;
c. melakukan perikatan dengan penerima BSPW dan/atau pihak ketiga

(ant:rra lain bank/ pos penyalur, penyedia barang/jasa);

ri. melakukan pengawasarl dan pengendalian;

e. melakukan tindak turun tarrgan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP);
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t melakukan nronitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

g. rnen3eluarkan rekomendasi penarikan dana KPB berdasarkan usulan KPB
yang diverifikasi oleh Tim Verifrkasi;

h. mengawasi dan menge'raluasi kineqia Konsultan Manajemen;

i. membuat laporan progres bulanan kepada PA/KPA; dan

j. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan BSPW pada RLH untuk ditetapkan
oleh PA/KPA.

(5) PPTK sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e mempunyai tugas:

ar. mengesahkan RAB yang dibuat oleh KPB.

b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPW;

c, menyampaikan lapora n progles Bulanan kepada PPK;

d. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan; dan

e. rne:ryiapkan dc,kumen administrasi terkait dengan persyaratan pengadaan
bar:aug dan jasa.

(6) Konsultan Manajemer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
mempunyai tugas:

a. melal<ukan verifikasi, vdidasi, analisa kelayakan, dan perhitungan teknis
terhadap proposal BSPW dari Calon Penerima Bantuan KPB;

b. bersama Tim Teknis melakukan analisa kelayalan dan perhitungan teknis
sesuai aturan perundang-urrdangan atas proposal BSPW dari KPB;

c. memberikan rekomendasi teknis kepada Po$a PKP atas proposal BSPW
dari KPB;

d. me'ryusnn teknis p elaksanaarr BSPW meliputi perencanaErn, pellgaturan,
perr.via.pa n, pela.tihan, dan pendampingan calon penerima BSPW;

e. rnemberi tugas dan pengarahan secara rutin mengenai teknis pelaksanaan
BSI'W, serta menjelaskan kebijalan pemberian BSPW;

f melakukan koordinagi dan menyampaikan kemajuaa pelaksanaan BSPW
kepada Tim Teknis dan PPK;

I melakukan sosialisasi pelaksanaan BSPW kepada masyarakat;

h. memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan musyawarah warga;

i. monitoring dan evdu asi terhadap kinerja KPB dan penerima BSPW;

j. bimbirrgan teknis dan supewisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPW;

k menclampingi calon penerima BSPW dalam peny-usunall dan pengajuan
groposal;

). 'irendampingi penerima BSPW dalam pemanftatan bantuan;

rn,melakukankoordinasidanmenyampaikankemajuanpeiaksanaanBSPW
kepada PPK dan Pokja PKP Prrivinsi;

n. :menyelesaian masalah dalam rangka pencapaian progres pelaksanaan

tsSPW;

o. menindaklanjuti pengadu an nrasyarakat dan nelakukan tindak turun

I
f

tangan sesuai kewenangan;

p. melakukan evasluasi dan penilaian keinerja penerima BSPW;

q. rrrembuat Iaporan progress q"-L"^tfT" BSPW rr-ulai dari 096 (nol persen)'

" idr;(ug" put tt p"t"""') dan 1000/o (seratus persen); dan

r. melaksenakan ketentLlan lahr sesuai kontrak dengan PPK'
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(7) 'l'im Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g
rnempunyai tugas:

,:r. melakukan sc,sialisasi dan perryuluhan kepada masyarakat bersama Tim
Teknis Kabupaten/Kota dan Kon sultan Manajemen;

b. melakukar verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima BSPW
dari Tin'r Teknis Kabupaten/ Kota;

c. memverifikasi proposal dari calon penerima BSPW;

d. melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;

e. meiakul(an pengawasan dan pengendalian; dan
f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

(B) Tim Teknis Kabu paten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h
rrrempuuyai tugas:

a. melakukan sosialisasi dan perryuluhan kepada masyarakat;
b. melakukan seleksi dan validasi calon penerima BSPW;
c. memverifikasi proposal dari calon penerima BSPW;
d. nlelakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
e. rnelalnrkan pengawasan dan pengendalian; dan
f. melakukan pemantauan dan trraluasi.

(9) Penerima Brmtuan sebagairr..an.a dimaksud dalam Pasal 19 huruf i mempunyai
tLrgas'

a. men5dkrrti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan
BSPW;

b. mernbentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah
ang6(ota KPB paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluhf
orarrg terrnasuk Ketua dan Sekretaris;

c, membuat Surat Pernyataan pelaksanaan BSPW;

d. mernfungsikan rumah tinggal sebs gai pondok wisata dan
mengunrs/mendaftarkan usaha pondok wisata;

e. men),usun dan mengajukan proposal;

f. memanfaatkan bantuan sesuai dengan renca.rla yang disepakati;
g. bertanglung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan

h. mer-vrrsrrn iaporan pertanggungjawaban.

(10) Kepala l)esa/Lurah sebagaimalna dirnaksud dalam Pasal 19 huruf j
mempunyai tullas:
a. melikukan sosialisasi, penyuluhan, dan peraberdayaan masyarakat;

b. me rgetahui atau mengesahkan hasil seleksi caJ'on penerima BSPW;

c. men:-fasititasi penyiapan kelen gkapan administrasi calon penerima BSPW;

dan
d. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)'

(11) KPB se ba.gaimana dimaksud Pasal 19 huruf k memptrnyai tugas:

a n'Iernbangun rumah secara berkelompok;

b. melakukan monitoring dan pengawasan kepada anggotanya dalam

pr:laksanaar BSPW;

rnen gge ralikar, swadaya penelima bantuatl bel-upa dana dan/atau barang

untuk rnenambah BSPW; dan
a Kepala Desa dan Konsuitan Marrajemenri rnenYanPaikan laPoran kePad

progress pekerjaan BSPW mu lai dari O%

persen) dan 100% (seratus Pel serr

(nol persen), 30% (tiga Puluh

l

c.
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Paglrl22

(i) Setiap orang yar.g menjadi calon perrerima BSPW merupakan MBR yang
rnemerruhj persyaratan:
r.. warga negara lndonesia yang bertempat tinggal di Provinsi l,ampung

sekurang- kurangnya 3 (trga) tahun;
1,r sudah berkeluarga
c. memiliki tanah dengan alas hak yang sah;
d. terietak pada Kawasan Pariwisata Strategis s€suai tata ruang;
e. memiliki dan menempati satx-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak

huni;
f. belum pernah memperoleh bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah

untuk program perumahan;

8,. berprjnghsgilarr paling banyak sebesar upah minlnum daerah provinsi; dan

h. berkornitmen mengikuti plogrun

(2) 'lanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyara tan :

a. t.idak dalam status sengketa;

b. terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
dan

c. sesuai tata ruang wilayah dan zonasi.

(3) Berkomitmen sebagaimana dimalcsud ayat (1) huruf h meliputi :

a. Berswadaya bagi Yang mamPu

b. Membentuk kelomPok

c Bersedia tan ggung renteng

d.Bersr:diamemfungsikanrumahtinggalsebagaipondok"visata
e. Mengiktrti pembinaan pengelolaan kepariwisataan

(4; Berswa;laya sebagaimana dimaks'.rd lyat (3) huruf a merupakan bentuk

kesiapao memban-g'un atau menlrrgkatkan krralitas rumah yang dibuktikan

de:rgan :

a. Merniliki simpanan bab an material antara lain : bata, batak'o ' 
pasir kayu 

'
dan atar.t bahan material bangunan lainya,

b. Memiliki i.abungan dana yang dapat digunalarr untuk membeli bahan

material dan membaYar uPah kerja

(5) Kelornpolr sebagaimana dimallsud pada ayat (3) huruf b berternpat tinggd di

.{esa atau sebutan r",i"v, 
-v^"* 

"im" u"r"ri13"takan paling sedikit s (lima)

,.""g a* paling banyak 20 (dua puluh) orang'

Baglan Kotlga
Porryeretrn Fcncrhna Bentuan Swrdeyr Pondok Wlreta

Parol 21

{1) Calon ?enerima BSPW w:dib mengajukan permohonan BSPW secara
berkelompol:.

(2) Meknnisme pengajuan dan penetapan Penerima BSPW pada ayat (1) dilakukan
sesuai prosedur sebagaimana tercantum ddam lampiran I.2 yang tidak
teroisah dengan Peraturan Gubernur ini.

r--_i1'
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(6) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur ketua merangkap
anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara mcrangkap anggota dan
anggota.

(l\ R'ILH tr'rada Kawasan Strategis Pariwisata wajib melampirkan rekomendasi
Perangri,at Daerah Provinsi Lampung yang membidatrgi urusan Perumahan
Jan Kawasan Pemukirnan, Panataan Ruang, serta Pariwisata dan Ekonomi
Itreatil dan bersedia memfungsikan ntmah tinggat sebagai pondok wisata.

Pasal 23

{1) Penerinra program BSPW diwaj ibkan menjaga keamanan, kenyamanan dan
keasrian lingkunga.n dengan ikut serta rnembuat tempat pembuangan
sampah (rnembuang sampah pada tempatnya), membuat drainase / saluran
pembuangan air limbah rumah tangga (tidak kumuh) dan menanam minimal
2 (dua) pohon untuk penghijauan lingkungan.

(21 Berkewajiban mengurus perizilan dan/ atau mendaftarkan Rumah sebagai
Pondok Wisata sesuai Peraturan perundang-undangan.

Baglun Keempat

Fenetapon Lokarl Dan Calon Penerkna Bantuan Sradaya Pondok Wlsata

Pnragraf 1

Penetapen Lokul
Pa:el 24

(1) :irrpati/Walikota yang wilayahnl,a masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi, mengusulkan calon penerima BSPW yang telah diveriJikasi
perangkat daerah yang membiriangi Lrrus,an PKP, Penataan Rua[g, dan
Paliwisata dan Ekonomi Ikeatif kabupaten/Kota dengan melampirkan
rekome;rdasi oleh POICA PKP Kabupaten/Kola dan Konsultan Manajemen.

Pokja PKP Provinsi melakukan veri{ikasi dan evaluasi terhadap usulan Lokasi
IISPW Bupati/ Walikota.
Gubemrtr menetapkan lokasi BSPW berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas
PKP sesuai hasil verifikasi dan evaluasi Pokja PKP Provinsi.

Rekomendasi lokasi sebagaimatra dimaksud pada ayat (3) sesuai hasil
koor.rlinasi tertulis dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pariwisata dan Penatain Ruang Provinsi i,ampung. Kawasan Strategis
Prorinsl sebagaimana tertuang di RIRW Provinsi dengan format penilaian
pada l,anrpiran 2-13.

Paral 25

(2t

(3)

(4)

Dalam nrenerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (41,

Pokja PKP Piovinsi melakukan verilikasi dan evaluasi berdasarkan:

a. RTLH masuk dalam Kawasan Strategis Pari\risata sesuai tata ruang;

b. tirrgkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;

c. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah

kabupaten/kota;
d. proporsi;unrtah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah

kabuPaterr/kota;
e. kepeduLian pemerintah daerah dalam bidang perumahan 

' 
yang meliputi:

l.mempunyaidataRumahtidaklayakhurridarrkekuranganRumahyang
mrltakhir;

2. rnenrpunyai program bantuan per, erintah daerah dalam bidang perumahan;
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ll. menyediakan dana pendamprng kegiatan BSPW dari Anggar.an Pendapatan
dan Belanja Daerah; dan

4. hasil evaluasi kinerj a pelaksanaan kegiatan BSPW tahuu sebelumnya.
f. rekomendasi Tim Teknis dan Konsultan Ma.najemen sesuai Lampirat 2-1.O,2-

15, dan 2-19, dan

g. prog,:am prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pangraf 2
Calon Penerlma Bantuan Swadaya Pondok Wrata

Pagal 26

t 1) PPK melakukan seleksi cslon penerima bantuan berdaear lokasi
KabupatenT'Kota yang berada pada Kawasan Strategi s Pariwisata dan
ditetapk,x) oleh Gubernur berdasarkan Tata Ruang.

(2) Dalarn melakukan seleksi calon penerima bantuan, PPK dibantu oleh Po\ia
PKP, perrrerintah kabupaten / kota, Trm Teknis Provinsi, danl atau pihak ketiga,
serta Konsultan Manajemen,

(3) I{asil seleksi calon penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Dinas PKP
Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan,

(4; U srrlan hasil seleksi sebageimana Cimaksud pada ayat (3) disampaikan berupa
rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(5) Daiam menelapkan penerima bantuan BSPW TAPD memberikan perlimbangan
atas rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
da,l ker.rarnp uan keuangan daerah.

Ser.iap orang yarrg hendak menerima BSPW harus menllajukan surat permohonan
secara berkelorrlpok kepada Gutrcrnul" melalui Kepala Dinas PKP Frovinsi sesuai
La.mlriran Format- 2-5 yang dilengkap: derrgan:

a. Dokumen Admirristrasi, meliputj:
1 . Fotolopi Kartu Tanda Penduduk a.tau irientitas lain ya'ng sah, dan kartu

kelrrarga;

2. Surat keterangan penghasilan;

3. F'otokopi sertilikat tan ah ata u bukti kepemilikan penguasaan tanah dari
peiabat Yang berwenang;

4. Rekomendasi dari perangkat Daerah Pro ri:rsi dan Kabupaten / Kota yang

membiclalgi uru$an Penataan ruang yang lnenyatakan bahwa lokasi RLI{

terlelak pada Kawasan Strategis Pariwisata sesuai tata ruang'

5. Surat pernyaLaan sesuai Lalnpiran Format 2--6, yang memuat pernyataan

untulc:

a. pemyataan kesanggupan untuk memfungsikan RTLH sebagai pondok

b

wrsata;

b. pemyataan kesanggupan untuk mengurus perizinan/ pendaftaran usaha

iesuai aturan perundang-undangan;

l)okumen Teknis yang disiapkan oleh calon penerima BSPW berupa uang atau

;;1..*, ;;;s"""" tu._-"ilit"si olen ronsultan Manajemen, yang rneliputi :

i. Foto kondiei awal (0o"o) sesuai Lampiran F'onnat 2-7; dan

2. Rencana teknis beruPa lannPtral Format 2-8.

Pasal2T
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Begian Kellma
Penyalurun Bnntuan Swad,aya Pondor Wtrata

Pasal 28

(11 Penyaluran bantuan BSPW di usullcan Kepala Dinas PKP kepada PPKD
berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima BSPW.

(21 Penyaluran BSPW dalam bentuk uang dilakukan dalam I (satu) tahap dengan
cara meLakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima
BSPW melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang
mengatur tentang Pengelolaan Hetrangan Daerah.

(3) Pemanfaatan BSPW dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPW
dengar.r cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSP\{I ke
iekening toko/penyedia bahal bangunan untuk pembelian bahan bangunan
dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

$t Pemirrdahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
' diiakukan setelah bahan hangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan

bangunan dan diterina oleh Penerima BSPW.

{5i Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan kctentuan perbankan.

(6) Pemanfaatatr BSPW dalant bent-uk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oalam 2 (dua) tahap masirrg-masing sebesar 50% (lima puluh
persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan
dari Perrerima BSPW.

(7) Daf+.ar rencana pemanfaatan bantuart sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

berisi rincian pembelian bahan bangunan dan p€mbayaran upah kerja yang

dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diverifikasi
<.rleh Korrsrtltan Manajemen.

(8) KPA / Kepata satker dapat menetapkan pernanfaatan BSPW dalam 1 (satu)
tahap da-lam hal tojadi:

a, keterbatasan lvaktu pelaksanaan, dan/atau

b. kesurital' akses ke lokasi.

(9) P:manfaaten BSPW dalam 1 (satu) tahap seba.gaimana dimaksud pada ayat (8)

setelah di)ukukan analisa kelayak,an oleh Konsultan Manajemen'

BAB IV

.sT'MBER DANA, PET{GAICTCARAI{' DAII BESAR BAITTUAIT

Eaglan Koretu

Sumber Dana dan Penggnggaran

Paral 29

Dana ilSivIS clan BSPW bersumber dari:

a i\PBD Provinsi i,amPung'

Sumber pendanaa-n lainnya yang sah firen'un: t peraturan perundangan yang
b

bt'rle.ku



Pasel 3O

(1) Pc!.akaanaan anggaran RSMS dan BSPW berupa uang berdaBarkan atas DPA-
PPKD.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan atas jumlah
peuerima bantuan, rekomendarri Dinas PKP dengan melampirkan hasil
verifikasr drm estimasi besaran bantuan.

(3) Penyusuna:r anggaran sebagaimana dimaksu d pada ay:.rt (21 dilakukan dengan
mernperhatrkan kemampuan keuan gan Daerah.

(4) lvlc kanr'srrie pengajuan dan penyaluran BSMS dan BSPW dilakukan sesuai
prc,sedrr' sebagaimana tercantum daiam La.mpiran I.3 yang merupakan bagian
tiJak terpisahkan dari Perat'rran Gubemur ini.

Boglan Kodua

Beraran Bantuan

Paral 31

Beseran Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wi sata di Provinsi
la.mpr-rn g ditr:tapkarr dengan Keputusa.n Gubemur.

BAB V

PEMBII{AAT{ PELNGANAAN BANTI'AN SWADAYA UAIIAIT SE'AHTERA DAN
POITDOK UNSATA

Paral 32

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan BSMS dan BSPW
secara. berjenjang.

(2) Bentuk peulbinaan sebagairnana climaksud pada ayat (1) dapat berupa
sosialisasi, pelatihan, binrbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan
penerima BSMS dan BSPW.

Pasal 33

(1) Pendampingan penerima BSMS dan BSPW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdaTaan untuk meningkatkan
kemandirial masyaralat dalam pembangunan rumah dan po;rdok wisata
swadaya.

(2) Perrdarnpingan penerima BSMS dan BSPW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Konsultan Marrajemen.

(li) Penyediaan r,enaga Kon sultan M:rnajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 clilakrrkarr oleh Dinas PKP provinsi Lampung

(4) Pendampingan penerima BSMS/BSPW oleh Konsultan Manajemen dilakukan
pada tahap perencanaan, peiaksanaan, pengawasan, pelaporan. dan
pr'ngem.bangan mandiri pasca kegiatan.

(5) Konsultan Manajemen wajib menyediakan tenaga Konsultan dalam rangfta

pendampingan terhadap Calon Penerima Bantuan.
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BAB VI
PTMAITTAU'AIT DAII E\IALUASI BA!T'TUA!s SWAf,,AYA UAIIAI{ SE.IAIITERA DAN

POI{DOTWISATA

Pasl 34

(l) Peman ta.uan dan evaluasi dilakui<an oleh Dinas PKp lrrovinsi, dan/atau
penrerintah kabu paten / kota secara berj enj ang.

(2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BSMS dan BSPW sebagaimana
dimaksurl pada avat (1) meliputi kegiatan:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. evaluasi.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunal<an sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan
kebijakan pelaksanaan BSMS dan BSPW.

Pssd 35
(! ) Pengav'6sg11 dan pengendalian sebagairnana dirrraksud dalam Pasal 34 ayat (2)

ti.iruf a dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provin.gi melalui PPK dalam rangka
perrcapaian t-arget kine{a pelaksanaan BSMS dan BSPW.

(21 Perrgawasan darr pengendalian oleh PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam
telcnis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Konsultan Manajemen.

(3) Kepala Dinas PI(P Provinsi melaporkan trasil pengawasan dan pengenddian
kepada Gubernur.

Pasd 36

Evaluasi sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan oleh
Kepala Dina.s PliP Provinsi.

BAB VII
LARANGAN DAIT SAJTKSI CAIOT{ DAI{ PENERIUA BANTUAII SWADAYA

MAIITN SqTAHTEttA DAI{ BANTUAII SVAI)AYA PoIrDoK WISATA

Fasal 37

calon clan Penerima BSMS dan BSPW dilarang menerima bantuan serupa dari
Pernerintah Piisat dan/atau pihak l.rin serta dapat dikenakan sanksi:

a. dalam hal calon penerima BSIr{S dan BSPW telah ditetapkan sebagai Calon
Penertma berdasaikan Keputusan Gubenrur nalnun belum menerima bantuan
BSMS/BSpW. Jika calbn penerima menerima bantuan sejenis dafi
pihakiinstansi manapun maka c:rlon penerima dinyatakan gugur dan tidak
diperkenankan mengajukan BSMS/BSPW pada Tahun Anggaran Berikutnya.

b. dalam hal calon penerima BSMS dan BSPW telah ditetapkan sebagai Calon

Penr:rima berdasarkan Keputusan G i.rbernur dan telah menerima bantuan

BSMS/BSPW. Jika calon penerima menerima bantuan sejenis dari

pihak/instansi rnanapun -"k^ calu' penerima tidal diperkenankan

ii,",g"jr,t tt BSMS/BS:PW pada Tahun -A1es.3'* 
Berikutnva serta diwajibkan

,.r,i"hurfitan uantul se;i"", yarrg telah diterima dalam waktu paling lambat

i'i."i"i fruf." setelah dibuktikan menerima bantuan sejenis'

c. niekanisnle pengembatian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
- 

ailoksennkcn seslrai ketcntttan nptatltran ner, rndonty-r tnr{onoar,



Pard 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format dokumen pemberian BSMS
dan BSPW tercantum dalam Lampiran _v€rng merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETEilTUAI{ PERALIIIAIT

Pagl 39
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap:
a. permohonan pengajuan BSMS dan BSPW PK yang telah diajukan sebelum

diberlakukannya Peraturan Gubemur ini dilaksanakan dengan berpedoman
pada Peraturan Cubernur ini.

b. permohonan pengajuan pembangunan PSU berdasarkan Peraturan Gubernur
l,ampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi la.mpung dilakukan berdasarkan
Peraturan Cubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

c. Peraturan Gubemur l,ampung Nomor 09 Tahun 20 18 tentang Pedornan
Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera di Provinsi lampung (Berita
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan <iinyatakan tidak
berlaku.

BAB IX
X TENTUAN PEITUTUP

Paral 40

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung'

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal2 November lQlQ

GUBERT{UR LAMPUNG'

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Nov-ember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPI,'NG'

Ir. D MA
Pcmblna Utama

NIP. 19641g21 199003 1 008

ttd

BERITA DAERAH PROVII{SI U\UPU,rG TAIII'II 2UIO IIOUOR 60

,<

ARIT{AL DJI,,I{AIDI



LAI/PIRAN I PERATUPJN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :60 Tahun 2O20
TANGGAL 12 November 2O2O

PROSED UT{ PEI{GA'U.AI{ DAN PEIVYAI,I'R'f{ BAITTUTJS SVADAYA M.AIIAN
SE^'AIITERA DAt[ POI{DOK WIAATA

L1. Bantucn Ewaduya Mabau SoJehtera.

NO 'I'AllAPr\ll sIUBOL PELAKAATA I(IGIATAII/ PERgYARATAII
Pen..tspan pemohonarl 1. Periotbn.

2. (epala D8sdturah
3. l(onsultan Man8ismon

t u8ia dan dt--

Psnr|ollonm d€rE9n rEianpi an

a. toioloplXTP dan KK yanq masih bedaku;
b, surat kstamean FEnghasilan dari kepala

dosdlursuinstansi l6mpat bek9ria{'l;
r. fotokopi !€difl€t hak atas tana|y'surat bukti k6p€milikan

tanaly'surat kobErqan flEnguasai tanah oari kepala

desdlurdt (');

d. re0cana telnh dan RAB;

8. surat pomyatesn, del
t. Surat pcmystaan tldak mcmillki krmampuan dsna

8wadsya begi penerima BSMS b€rupa uang (khusus

1. Pddo{ladr vstlff(8si, vdldai, soslalbasl musyavrarah

warga.

2. l,l6m6nuhl porsyaEtan pen8rima BSMS

3. Tordapat K€opakata vraqa di lokaji pansrima banban.

1 ro*s8nsa vodftasi dan €valuasi p€mhonan oleh

P*ie K$I(ob
2 Papcrclar Cabn Pem msohh KadbPXP
3. lhmbr !n okomcndai kopads Brpst Vdkota untuk

ntongululkfl DcrrrlGlurshar.
4. Usulsn Kopsle Dols/Lurah

5. RskonEniasi Tim Tslnls K

1. \,Brifl(ssl dan €valuasi Pokjs PKP Povhsl
2. Rekonsrdesi Pomohon& P6n6te Loka8i BSMS

Gubomur, dharprtan Kepala Dhas PKP Povinsl

3. Rskortrd.d TIm Telnb P'ovingi. Tim Teknis KaM(ota,
dan l(onEultan men

dan Xonsultan [4a

1. RckorBndall Kopala ohaa PKP PFvlnsl
Provinsi.

2 Vorifikasi dan valileei
e.rial

vin,ii*E ran gv,rtLraii

Pemdpr,ar Penet4an
Lokasi Pen€rima ESMri
ol€h Bupalywaiilota

Vonfl€sl dan EYduasi

ohh Popinsi

Ponga[ P]net+an
:orasiBSMS

Penct+ar) Loka8icls\
G,,ttmu,

1. Pe,nohon

2. Kotua XPB

.?. Tim Teknis Provinsi,.

4 Tim Tekra K$/l(ota.
5 Konsulta,r Manajemon

Pok a Kdxota

Eupati/Walikota

Pokia PKF PrDvinsi

3

3.

4

5 xopale oinas PKP PoYinsl

Gubsmur Lsmpung

2

Slleksi Pen€rim a

Eart!6n

PPK

Kepala oinas PKP Povinsi

I Koputurfi Glicmur
2. Rctomndld Tim tclinb Polnd, Ilm Tcknb K&lKota,

den Koutlto llanaimen
3, Rctomldll k grda (Ada DIn33 Pon6t4an Psl€Iima

BSIIS doh Gubamur

1. (€gjtusrn Ot€mur
2, Reko[Erdal Tlm T€knb Prcvinsi, Tim Teknb K&/Xota,

dan (onsultrn lhnalsmen

3. R€lonbrdasl kepada Kepala Dlnas PKP 38b€gai usulan

Pcncdma BSMS olch Gubomut

1. RekotlEndiBl Tlm Teknb Pmvinsi, Tim Telnls Kab]Kota,

dal Fonsullan ManaFrn€n

2, Rskoitndsli kop8da Glbomur lsb4ai usulan

E Pengaiuer P6norima

Banfuan

9 Penetrran PBiorin,a
3a.luan

Guh6mur

Pr Ponorinr8 &9MS oloh Gubomur

l. M€ngusulkan kqda Goemur p€netaan lokssi

Ke pobn Kot Pcmima BSMS

2. Retomndasl Pokla PKP Kdxoh
3. iihmrblt(8n rotorn€lldal kepda Kapala Dlna! PKP

PtDYlnd

L Vldftri dan svaluai PokF Pi.P Provlnsl

2. R,rtomnd8sl P( onotpoat Pon€teal Lokasi BSMS

Gubomur, disamp€I€n Ke?da Dhas PKP Povinsi
3, RekorrJn(ai Tim Tolnb Povinri, Tim Teknis Kabfiota,

r
1

I
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I.2. Bnutuaa Swrdaya Pondol Wbata.

uo TAIIAP/t!l SIUBOL
Donooiuon pd mohofi6n

PELAXSANA

2 Vsn&asioan vdklasi
ilwal

1. Prfl$oo
2. Ke& 06!!,Ldt
3. Xonlultan Man$mclr
1. PD x&rxob bid.,{ T.b tu nC.

PxP, ihl Pllrlrd

'1. PsnDhon

2. K€tue (Pg
3. Tlm Toknls Pfo,rlnsl,,

4. Tlm T6knl! Kdl(ota.
5. Xonsullan Msnaisrnon

6. oPD Kah/Kora blhl! tata
tluang PKP, dan Pamkaf

Bupalirwal'kita

(epala Dinas Pi{P Pmvinsi

Gubenrur Lirmpun0

KEGIATAN PENSYARATNI

1 P6ldc€mdr wrfltasl, vduasi, 3osidh8sl musyawarah
waDe.

2, M.mcnuhl p.frylmt n ponodmr BSPW
3, Tedaet K.rp.loli wsr!! dl lokuipcmrimd b.nturn.
1. VdHsri RTl,Jl borda pada Kamsan Sdogb Pa ib8ta

asud rckomndasi PD Kab/l(ota birang Tata Ruang,

Parckrd, PKP

1. ilotEurulkan krpds Gub3mur p€{st+an lokaoi
K&lpat6n Kota Por€rima BSPW

2. Rdo[brdd Pd(a PKP (dKola
3. iI6'E bi0Gn rBkomedasi kepala Xepala oinas PKP

PDvlnsi

l. Vqdflcl dsr cvduol Poki8 PKP PrDvlnd
?. Raf,oflrndad Pariiohonr Purctlpfl LolG.l BSPW

Gubcmur, dbs,rpalGn Kepda Dhas PKP Pmvin8i
3. ll€komodasi Tim T€knis PrDvinsi, Tim Teknis Kabr(ota,

rlan Konwltm lilanaiemen

4. Penobitff ,Bkon Endasi ks6&suaiar, lokasi KSP,

1. Vcri*aldan €vduasi Pokjn P(P Provinei

2, Rstomndasi Pormohona Psn8hpar Lokasi BSPW
Gubcmur, disalpalkan K€pala Oinas PKP Pmvlnsl

3. RokonBndasl Tlm T€knis Provinsi, Tim Teknis Xab/Xota,

dan Kmsulta'1 ilanaFmen
a. Rekor€ndasi ks$suaiar lokasi ijsngat KSP oleh oPD

Pmvimi Tala PKP dan PsrBkral.

1. Rslomcrdasi Ginas PKP Plovin8i

TAPD Povinsi,

3 Porff lonat Psn€teell
Lokoil Pensrima BSPW
okin Eupari4Yali\ota

Verifrk8si dan Evduasr
ol.h Pnplrlsi

P6l{eju.n Psn€tesr
Lckasi BSPIi\

P3nrt+an Lokasioloh

_l_Guh9m!r __
lsdok8lParl6rllf,

4

---r5l

2.
7 a PPK

Kopala oinas PKP PDvinsi 1. X?rrt rgr

Gubemur

1. Kqxjt$sr Gub€mur

2 RokorErdai Tim T6los PrDyimi, Tim Teknb KdKota,
dan Kmaltan Manaimen

3. R*om'dari kopda Kspda Dinas Ponot4an Penerima

B{iPl, oleh Gubomur

Banluao

E Pd[Fiu,t Pmrim
Bsntuan

9

2 R*m!|&i lim Tckis ftoyinsi. Tim Tokni3 (0bfiob, dan
(sriEl lbriglst

L Rrto id!.iP0 Plw. Bi,t{ TEh REn!. PXP, d.n PlEtnf
1. Rltonfihi bFdt Keds okrr P(P sbrr8i uiuhn

Pc PqlqilE BSPW ol6h G$6riu,
PrcYinsi,

Xqrutn Madfirr|
2. Rlbifidd PD PI]ov. BlduE Tab Rlrng, PKP, dn Plr*rd
3. R!*otfi(bi h?ce Gtn€.nu'lobagoi uqrl Ps(pbpon

___r

!. bkod KfP (lr KX ,tlg rEdh bdtlu:
b. rrn k*rtll Filh.riLrh d.ri k p!i! dcaludriEbnd

llT.lt l(rl{};
c. bhfq, .diflt h.\ rE Umltsll. buhi klpcflfltilo

drnlrt k llmm mrlu.td Uldr &d k p.l dxilullh
(');

d. tlrtt m!y!h (SP rruri BkoflFrdad P0 (d[(ob bid.ng
T.h Rl!I, Pskrl, PKP

o. lrr[mffild$ RAB:
l. lrtt FrV!! Frf Uutyrhtln juF *rl mmtunodhn

n at trEgrl to{d Fdrdof Whrb dan Kcllgoupan
rEleuuJ nrndatffiln ur.tE PYl dan

g. Surll pdlyrbrn ti&l( m€miiiki komlnpuoo danr $EdEyE
brei pancdm! BSPI| benpa urng (lhuqrs lsnjut qlia dan

rdarpirlan

8!nllan

PrEilr BSPW oi.h G|idllur

+

'1. Pokj, FXP PDyinsl
2. CPO Ppvlnsl blr.no Tttt

Ruang PliP, dan Parrkraf



I.3. Pe[yaluran Baatuaa Swadaya Uehen Sejehteae den Bantuaa Swadaya poadotr
Wisatq

NO TAI{APAIII I'ELAKSAT{A
Pengajuan penyaluran

ESMSdan BSPW
Kepala Dinas PKP 1. Lampkan Pequb APBD Penerima

Eantuan

2. Keputusan Gubemur Dafiar Penerima
Bantuan

1. KonlrauPerjafljian
2. Koputusan Gubemur Daftar Penerima

Banluan

1. Pendampingan dan FEmbiraan
2. Pembangunan BSMS dan ESPW

3. Berita acara sesuaipDgres

1. Pembinaan dan pendsmpingan

2. Psny6l€saian masalsh

3. Vedlikasi plogres pembar€unan

4. gerita acara sesuai prcgres

1. Pembinaan dan pendampingan

2. Peny€lesaian masalah

3. Verfikasi pDgrBs pembangunan

4 Eerita acara seguai progres

6 Pendampingan 1. Pembinaan dan pendampingan

2. Peny€lesaian masalah

3. Verifikasi prcgres p€mbangunan

4. Berila acara sesuaipogres

?

3

1, PPK

2. PPTK

3. Penerima Bantuan
dan Ketua KPB

4. Kadis PKP Povinsi

(

7

B

Penbinaan Umum dan

Evaluasi

1, Kadts PKP

2. Pokja PKP Provinsi

dan Kb/Kola

3.PPK
l,PPTK

1. MerEidentifikasi pormasalahan

2, Monyelesaikan pernasalahan

3. Menyusun bahal laporan dan evaluasi

Pelaporan

GUBERNUR LAMPUNG'

ttd

SIMBOL KIGIATAIT PERSYARATAN

1. PPK0 melalui BUD

2. Bank penyaluryang

ditunjuk

3. Penerima bantuah

4. Toko/penerima upah

5. PPK

6. Tim Teknis Kabfl(ota
7. Tim Teknis Povinsi
8. Konsultan

PBnaMalanganan Konlrak

Penyaluran banluan

Kegiatan P6mbangunan3

L

4

5

Verivikasi prcgr€s dan
penggunaan dana dan
p€mbangunan

Penyalurar,
Pembertrenlian

1. PPKD melduiEUD
2. Eank penyalur yarq

ditunjuk

3, Penerima bantuan

4. Toko/pnerima upah

5. PPt(

6. Tim Tsknis KdKota
7. Tim teknb Plovirrsi

8. Konsultan Man

,. PPKD meldui BUo
2, Bank penyalur yang

dituniuk

3. Penerina bantuan

4. Toko/penorima upah

5, PPK

6. Tim Teknis ($/Kota
7. Tim Teknis Provinsi

l PPKD melaluiBUD

2. Eank penyaluryarE
ditunjuk

3. Peneiima bantuan

4. Toko/penedma upah

5, PPK

6 Tim Teknrs Kab/Xota

7 Tim Teknis Prcvinsi

8 Konsultan

I Konsullan

Peleoran kegiatan BSMS dan BSPWl.Xadis PKP

2. Pokia PKP Provinsi

dan KUKota

3.PPK

4.PPTK

ARINAL DJUNAIDT

1. Nastah Surat Perjanjian

2. Keputusan Gubemur Daftar Penorima

Banluan

1. PPKo m6laiuiBUD
2. Bank penyaluryalE

dituniuli
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}-AMPIRAN II

Permohonan Bantuan PK bagi RTLH pada
Kegie.tan Bantuan Swadaya Mahal
Seja"htera (BSMS) Tahun 20 ...

PERATURAN GUBgRNUR LAMPUNG
NOMOR : 60 'Iahun 2020
TANGGAL 12 November 2O2O

20..

Kepeda
Yth GUBERNUR L,AMPUNG
. melalui KEPAIA DINAS PERUMAHAN

DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
Di

Budu LrnP-'t

I.ORMT'LIR PEI"AI(AAIYAAN KTGIATAN BSUS DAII BSFW

ST'RAT PERItrOHONAI{ BSDIA

Hal

cgtqLan:
(*) iorrt yarrg tidal: perlu

Mengetahui dan menyet
Kepala Desa/ Lurah .........-.

:Jl

-r

Dese/kelura}lan

Dc:rgan :.rri menyatakan bahwa Saya.:

1. warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga.;
2. te:rnasuk dalsm kategori MBR y{tng layak diberikan BSMS;
3. mcmiliki/ menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya denSan

I:ondisj tidal< layak huni(');
5. belum pemah memperoleh BSMIi dari pemerintah;
6. memililc keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rurnah(");

Sehut'ungin dengan hal tersebut di atas, Saya mengajukan permohona! untuk dapat
Drber:kan BSMS tahun 20...
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

a. fotokopi KI'P dan KK yang rnasih berlaku;
b. su rat keterangan penghasilan da-ri kepal,a desa/lurah/instansi tempat bekerja(');
c. frtokopi sertifikat hak atas tanah/ surat bukti kepemilikan tanah. / slrrat keterangsn

rnenguirsai tanal dari kepala desa/lurah (r);
d. rencrrra teknis dan RAB;
e, surat pemyataan, dan
f. Surat pernyataa.n tidak memiliki l(,:mampuan dana swadaya bag! peneri:na BSMS

beruua uang (khusus lanjut usia dar. disabilttas)

Demikian surat permobonan ini bescrta lampirannya saya buat dengan sebenar-
bcnar:rya dan Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat
dil<abu tkan.

ujui :

Form 2-i

Saya'/a.rig bertanda tanga-n di bawah ini:
Nama

NIK

Umr.lr

Pekeiaan
Alamat

Kecrmatan
Kabupaten / Kota

Pemchon,



Forn ;1

Narrra

NIK
Umur
Pek ertaan

JI................... .

Desa/ keluraharr

Kabupaten/Kota

Denganr ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. lv(erriliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalnm status
sengketl;

2. BeluDa memiliki rumah/ Bemiliki dan meneropaU rumah satu-satunya
dengan kondini tidak l,ayak huni;

3 Belum pemah memperoleh Bantuan Swadaya dari Pemerintah;
4. MemiUki keterbatasa-rr daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. Menggunakan BSMS berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan

sanggup rEenyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengaa
rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi trayak
huni dal,am tahun anggaran berjalan;

6. .{kan menghuni rumatr yang Citingkatkan kus.litasnya melalui BSMS;
7. IJersedia diaudit oleh pihuk yapg berwenang;
8. Bersedia mencrima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan

BSitlS, yaitu sanggup Eengembalikan bantuan dalam beutuk uang sebagai
pengganti atas pembelian b&han trangunen dan p€mbayarannya
menggunakan dara BSIaS serta tidak saya runfaatkan unhrk pembangunan.

Dergan surat pernyataaD ini saya buat dengan sebeaamya untuk pengajusn
mendapatkan Bantuan Perumahan Sejahtera dari Pemerintah Pmvinsi Lamprtng
Tahun ...... dan apabila di kemrrdian hari Saya membuat pemyataan ini tidsk
dengan scbcnarnya, saya bersc.tia difirntut dihadapan hukum sesuai peratural
penrndang-undargan.

20...

Kecamatan..... .

menvatakan
Matersi

EURAT PERIIYATAA.II CALOI{ PEIIERIUA A8H8

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Alamal



SPBSINKASI TEIffIS PEIIIITGKATA"IT KUA.LTTAS BSMS
Jenis l(egiatan: Peningkatan Kualitas

Itlama Pen,:rima Bantuan
Nom,rI KTP

Aiamat
Desa/ Kelurahan
Kecanatan
IGrbupaten/Kota

A. Gambar Foto Material Runrah Kondisi Awai (@/o) <ian Material Rumah
loro loldisi Awal Perspektif Foto Kondisi Awal Dalrrm Rumah

Material Kondisi Awal

Jenis Atap :

Jenis Lantai :

Jenis Dinding :

UI'

I(rr,sultam lvlarrajemer,

I\,Iaterial Rencana Usularr

.lenis Atap : vol ....m2

.Jelris kntai : vol ....m2

Jenis Dinding : vol ....m2

Diajukan oleh,

K.tua KPB Penerima Bantuan

20

Diverifikasi validasi ole
tun te II u ten

Fom' 2-l

Diketahur/ Drsa-flkan oleh,

Tim Teknis Provinsi
PPTK



lbm 24

Nama Penerima Bantuan
Nomol KTP

Atamat
Desa/Ke)trrahan
Keczrnratan

I(atupaten/Kota
Jenis Kegie.tan

FORMULIR

REIfCAtdA ANG,{}ARAII BIAYA (RArU BSUS

: Peningk€rtan Kwalitas

NO UR}JAN PEKERJAAN

Bo

II P.k tJ..n ,.trp

EuLungin S.r&/Al b.!
Li.tplmg paprn (1,5.o rlsce x4 m)

EEFEI-aE--
I'6t.ng Po'(l'ri B.ru Trplk (Ump.k)

-si ?i-r:,",i' r20cjr) Batu

O lom.li SNI

-Beri tcon O 6 mm SNI

-s.m.n @soks

-.r.rs O&r b.ry (0,26 rSocar xl80

,rb.!. soronb.na (0,35cm xSocrDx

l80cm)

VOLUME
M. Lri
Brhr)

B.ngurun
tarna

h

.-lt.eu r.t\ikr kudr-kud. {3 .rr stO(!tr r
{m)

-f\^yu gon lcn&luruk (5 cm 17 crtr x4 m)
j^rd Ln

2

Bir

Blt
Blg

Lbr

6h
Bta

Bh

i-

2

Bt€

Btg

"*
V3
M3

Rh

1
3 rlolorr llocr.,(lOcrn 3 cm)

m SNI

h SNl

| -Batu
X 

^yu rl0 c6 13 )

Dll&lg P.mr.n.n .t!u S.mi hnnlnGn
T;;..k'-
-P.rb P&..nF

k8

Prp."
atlt x x4,l)

' Xryu 15 cnuT d t4
Ring Bdol: {10.s xrs.al

Etg

Bta

Z.\
M3

Bt8

M2

M3

?rk
Bb

Lbr

Bta

P.k tj.s! P.trlaFE

5

SU I/lBERDANA,/ BAHAN

swAoAYA
HAROA

SATUAN

tRP)

TOTAL

HAnOI
(RPl

D.naBSMS

f- KPB

I

-

II
II

-

I

-

II

-I

E

1,

-l'.iyu grpit (a cm xlo.(rlx3 rIl)

__t s. m.n ?s0 ka

---T_---T_ I

ltt

I

I

tt

I

I

lIl

T-



NO

tr

VOLUI,{E

LJnit

Unn

HAROA

SATUAN

(Rp)

(,

IJIIA]AN PEI(ERJAAN

'rro.i b.l,rn <p 3 mm SNI

-d..ib.tona5mmSNl
's.rn.n @5okg

-Brtu Frcrdr

fray.r

-K.yu (5.r losa rt m)

Kuron Pintu dt,r J.ffl.h

b*e {

.rD)rcn VontilEinya ( l Oocmx4ocrh)

oa,rn Pintu da:L Jondola

-Ku..n PintL Drpri (20o.rn x 80cEr)

D.D J.n .lcl a C.ndoDg ( I 50.in rsocrn)

Srftr V..lbllllnya (l3ocdr x4ocml

-Kuoon Finlu B.lrtrrs POOcdr S0@)
Drn J.od.L oandon8 (l locm xsocm)
*lrt V. n rilr. iny.( l30c m 1406rn\

Btt
Bia

Z.k

M3

Bta

Unit

-Drun Antu (Prn.l tGyul2oo.m r8O
(a)

-D.on J.nd6t Kr.:r l-<06r rl5o.o)

-Lun J.nlrh lhyu (50(:ixl loctrl
PrL.drE Lutar
hntri R&rr (MutuBol l:5!-5(n
-%m.n @Sokr

- P.prn f2, ic6 4oce x4 E)

-\ryu cmxl?6n x4 e[rr.ldl m

-(.yu(s cmxT s1i x4 rnUrr.klrn

UFh N.r.lr
Tu!.ng

N-cx dra lrtD.Lt!
-.llo.Gt Jonglok
''ipa p.rdo,r

P. nbartu _rk^ns

---M"I;:;;;B?;;;u

oh
Jh
rdi

Unit

Jnit

t&,
?rb
M3
M:)

Lbr

Btg

8tg

- F.l:u, .nAt.L .lot pintu,
ikrt

-PrD.r B.kirtint

--- EEEtahUI--

Konsultan Manajernen

Di

Unit

Bta

Ketua XPB

valitlasi oleh

Diajukan oleh,

t

JUMLAF:

..........20

Penerima Bantuan

T

1'OTAL

HARGA

(RP)

SUMBER DANA/BAHAN

Bahn
B.nauEn

BSMS

RP Rp. Rp.

-I

I

I

I

I

t-,-----,-, 
-t rm I e K, S KaD -lDa rcn

(

D!ia
Tunai

I -P..ir t.ton

-|oir pl|.trg

ttll_____r______r__--

m

II
I

t--

LI

trl

Drketahul/ Dlsahkan oleh,

P},f K



[I--:] sUR,AT PERUOHOI{AI| BSPW
(RTLH PADA TAVASAN PARISIAATA STRATEGISI

Hal : .')e:mohonan Bantuan PK bagi RTLH pada
Kegiatan tsantuan Swadaya Pondok Wisat..
(BSPV/, Tahun 20 ...

a,
b.
c,

ea_tajar:
(*) colet yang tidak perlu

Keparla
GUBERNUR LAMPUNG
melalui KEPAI.,A DINAS PERUMAHAN
DAN PEMUKIMAN PROVI}.ISI T.AMPUNG
Di

Bradrr LamP-'g

Yth

Saya _vang benanda tangan di bav;ah ini:
flama
NIK
t,mur
Pekerjaan
AIamat JI

Desa/kelurahan
Kecamatan ........

Kabupaten/Kota

t)engan ini mcnyatakan bahwa Saya:

1, warg,a Negara tndonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang la)'ak diberikan BSPW;
3. mcmiliki/menguasai tanah;
4. 5elum memiliki rumah /rnenuliki Car menempati rumah setu-satunya dengan kondisi

tidal< layak huni(');
5, belum pcrnah memperoleh BSMS dan BSPW dari pemerintah;
6. merailiki keswadayean dan berencana meningkatlen kualitas runuh(');

Schubungan dengan hnl teNcbut di utas, Saya mengduk8n pcrmohonan untuk dapat
Diberikan BSMS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonar. rni, bersama ini saya lampirkan :

fotokoF,i KTP dan KK yang masih berlaku;
surat keterangan penghasilen dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja(');
fotokopi sertifikat hek atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan
menguasai tanah dari kepala desa/lural (");
r(xlcana teknis dan RAB;
surat pemyataan;
S.rra: pernyataan tidak me milit-i kemampuan dana sradaya bagi penerima BSMS
herupa uang (khusus lan, ut usia dan disabilitas) dan
rekomendasi Perangkat Daerah lhbupaten/ Kota .....'...... yang membidangi urusan
Pcrunrahan dan Kawasan Pemukiman, Panataan Ruang, serta Pariwisata dan
llkonon Kreatif.

d.
e.
t.

g.

Demirian surat pefinohonan ini beserta liampirannya saya buat dengan sebenar'-
belarnya dan Saya bcrtanggung iawab terhadap kebenar an isinya untuk kiranya dapat
dikabulkan.

MengetahLi dan
Kepala Desa/ Lurah

menyetujui :

Pemohon,



E"="f ST,IRAT PBRITYATAAN EALOI' PEI(ERIUA BSPW
IRTLH PADA ITAWASAN PARIWISATA STRATEGISI

Saya 1'ang bertanda tangan di bawah irf:
NalIa
NII(
(lmrtr

Pekerjaan

Alamal: J1

Desa/kelurahan

Denl;an ini menyatakan dengan riesungguhnya bahwa Saya :

1. Memilik i/ menguasai tana.h dengan bukti legal dan tidal dalam status
sengkera;

2. Ilelum rnemilili rumah/ memiliki da.n menempa.ti rumah satu-sahrnya
denp an kondisi tidak layak huni;

3. Bcrdasarkan rekomerrdz:si Peran.gkat Daerah Kabupat€n/Kota ............ dan
Provinsi yang membidangi urusan Penrmalun dan Kawasan Pemukiman,
Panataan Ruang, serta Pariwiss.ta dan Ekonoroi Iceatjf rumah tersebut
terletak pa.da Kawasan Strategis Pariwisata Provhsi Lanpung.

4. Behrm 6rnah memperoleh Bantrlan Swadaya dari Pemerintah;
5.'. Nlemiliki keterbatssan daya beli karena berpenghaailan rcndah;
6. I{enggunakan BSF&- b€lupa ba}un bangunan sesu&i ketenflran dan

sanggup menyelesailcan pcningkatan kualitas rumah sesuai dengan
rrencana t€limis dan Rencana Anggaran Biava (RAB) sehingga meqiadi layak
huni dslam tahun anggaran be{alau;

7. Akur menghuni rumah yang ditjngkatkan kualitasnya melalui BSPW;
8. Sanggup memfirugsikan nrmah tjnggal sebagai Pondok Wisata serta

menda-ftarkan/ mengurus perizi:un sebagai Pondok wisata.
9. Benredirr diaudit olelr pihak 1,ang bcrvrenang;
i0. Dalam hal bantua.n berupa uang, berrrdia menerirDa sanksi apabila tidak

roengikuti ketentuan pelaksanaan BSI$/, yainr sanggup mengembalikan
bantuan dalam bentuk uang sebagai peugganti bahen bargunarl yang telah
saya terima dan pembayarannya men8gunakan dana BSPW serta tidal
saya manfaatkan lrntuk pembaagunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengen sebenamya dan tanpa adanya

palsaan. Apabila saya membuat pemyataan irli tidak dengan sebenarnya, saya

bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan pe rundang-undalgan.

20...

Materai

menyatakan



Form 2-7
gPESITFINASI TEXNIS PENII{GKATAI| KUALITAS BSPW

Jenis Kegratan: Peningkatan Kualitas

Ilama Pen eriraa tsantuan
l{orrror K"lP

Al,amat

Desa/Kelurahan
l(r,camatan

Kabupaterr/ Kota

G anha.r Foto Material Rumah Kondisi Awa.l (Oold dan Material Rumah

Foto Kondisi Awa.l Perspeldif Foto Kondisi AwaI Dalem Rumal

Rencana Usulan
Material Kondisi Awal

Jer^is Atep :

,Jenis Lantai :

Jenis' []inding :

Material Rencana Usulan
Jenis Atap : vol ....m2

Jenis Lantai : vol ....m2

Jenis Dlnding : vol ....m2

DiajuJran oleh,

Ketua KPB Penerima Bantuan

vahdasi oleh,
s Provinsi

Dikeialu l,

Korlcultarr Mlanajemcn

Di
u ten

20..

o



Ir-:lr- F'ORMULIR

RTNCN{A At{GcARAry BIAYA (nAB) BSPW

Narr.o Penerima Barltuan
Aromor KIP
AIa.mat

DesaT Kelurahaa
Ke(:arnatan
Kabupatcn/Kota
.renis Kela,iatan

NO UPAIAN PEKERJAAN

P!'korjmrPr.llsFr
8"n3k*-

P.k rl..l./ltrD

: PK termasuk pemenuhan standai pondok wisata,

I

4 rDl

Btg

Btg

Bra

Lbr

Lbr

Rh

Btt

Bh

Bta

Btg

7rY

M3

M3

Bb

Blg

Btg

7-k
M3

Bta

tn2

M3

?r\.
Bh

Lbr

Btg

Y.t dr,l.l,l R$8kr Aup
rdBk. kuda-kud4s (D rlo.d, t

xlt)cErx3 E)

-:onaBc}n!: b.ng {O,2ra r8o@ xlEO
ca!,atlr

8r ,a (0,35cm ,Eocrnr

LrtplunS pltpltl (1,5<!l xlscrn x4 ,:1]

It Pok rJrqq h8
P.uan,{ t'.,n1^ri Batu Tapek (Umpat)

sl oof { I scrn .{2ccm)dirtrr Bltu Trp .k
86r rb6t( n Olornm SNI

B.rit.ronO6 rDm SNI

' g)n'.n@sulg

-PJtrB.to11

-Batu!ocalr

K.lorn{IOcY.) i. loclrr3.6)

OammSNl

-S.ru.n (450k9

-Bilu poc&'l

K!:r-

-Kryu I lOm xl,.r d xJ 6)
Din

-Parir Parrng

+-S6mcn @5 olg
Orflr Bat! r'au I atrko

?tp,n ll,scm ,O.rn y 4 m)

({yu (5 . rnxT cm ra m) Jsr.} l,5m

Pug Edok (l uctn xls€n)

-Kryu dord."&/ u.ukls .m
j.I.l(l in

SUMBERDANA/BAHAN

S
TOTAL

HAnOA

(Rpl
BSPW Drna

Tunai

M.e.Lri
Brhan

Brn8urlln
L{tar

OotorE R.,rona
(PB

II

-

I
I

II

B r.on

voLt'r\.tE
HARGA

SATUAIi

(Rp)

l8o.ol

4



I,etd 2
Ruaag Lfaglup

Ruang Lingkup Perianjian Kerja Sema ini adalnh:
(1.) penyaluran tsSMS/BSFry .l berupa uang untuk pcmbangunan RTLH s€besar

nn....,- (.....) Tahun Anggaran 2O... dari pemerintah ke.pada penerima BSMS;
(2) pemanfaa lan bantuan dengan pembangu.ruu RILH oteh penerima ........ pada

kclompok penerima BSI{S/BSPW .) .......... di Desa/IGlurahan...., }tecamatan.....,
Kabllpatr,rr/ Kofa ....., Provinsi La_m1:ung.

Palr.l 3
HrL drr Kcwqrlbra

(li mHAlt KEEATIJ mempuryai hak dan kewajiban :

,. rnelakukau v r:rifikasi/ pengujian terhadap permohonan pembayaran PUIAX XEDUA;
b. menyal;rrkan bantuan berupa uang yang diSunakan untuk pembelian bahan

baugunan dan upah tenaga kerjs untuk pembangunan RTLII kepada PIEAI(
KEDUA;

c. rnernper".rletr laporan pe(arggungiawaban dari PIBAI( KEDUA

(2) PIIIN( XEDUA memuunyai hak dan kcwaiiban :

a. rnengus'ulkan permohonan BSMS/BSffir ') berupa bahan bangunan dan upah
tenaga keda untuk PK kepada PnIAK IIDaATU;

b. nenggunakan BSMS/BSPW ') untuk pembaogunan RILH s€suai rencana;
c. men5'nmpaikan laporan kemajuan pekedaan dan penggunaan dana secara berkala

kepada PIHAX RD8/\TU;
d. r,reuyarqraikan traporan prrtanggungiawaban kepada PIEAI( KESATIg s€telah

;rckeriaan selesai atau akhir tahun anggaran; dan
e. rnemeiihara dan rnemanfaatkan Rumah hasil pembangunan sebagai rumah tinggal

/ rumah tinggal disertai furrgsi pondok wisata,) dan mengurus perizinal terkait..

Prrd 5
Tttr Cera Poryeluru

Penyalurarr bantuan dilqkukar melalui :

a) PIIIAK !(ESATU melalukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIEAK
I(I;DUA"

b) Permohonan yang memenuhi persyrratan selanjutnya dilckrrkan proses pengajuan
pencairan oleh PIEAI( IO3AATU sesuai ketentuan peraturan perundang-trndangan

c) Perryaluran BSMS/BSPW ') dilakukal dengan Bc,:ita Acara Serah TeriEa setelah
r:ransaksi pembayaran atas pembelisn bahan bangunan dan atau upah tenaga keda
dild<ulul dengan pemlndahbukuan tung ke rekening toko/ penyalur/ penerima.

P8.al 6,

PGmsufi.t n Beatues

'l

Pema:lfaatar r barrtuan meliputi
(1) Uang yant telah diterima oleh PIEAII rcDUA dari PIEAIr BEAATU atau pihsk

lain yang ditunjulr oleh PIIIAK XIAATIT, digulakan oleh PIHAK KEDUA untuk
mcmbangun RTLH.

(2) Dalam hal uang dari PIHAI( I(ESATU urtuk keperluan membangun RTLH tidak
mr:rlcukr.rpi, PIIIAK I(EAATU dapat urengupayqkan dsri sumhr latr yang tidak
mengikal..

Pr..l 7
Polaporu

Laporan Perranggur,gjawabar PEru( BITDUA melipuLi:
(i) Iaporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkrpi dengan "oto progress

fisik
(2) Laporan pcr"tanggungjawaban pada akhir peke{aan atau akhir tahurl entgarrq

dilenekaoi foto Rumah dan b€rita acara.



Falal 8
$orrL-l

t)alam hol PIIIAI( I(EDUA tidak mengikuti ketentuar BSMS/BSPW '), dikenakan
Baiksi berupa:
a. Pernbatalau L'antuan jika PIIIAK KEDUA Udak meruenuhikdtcria sebagai penerirna

bantuan sete tah dite tapkan;
b. pengembalian bantuar jika PIIIIU( IIEDITA menyalahgunakan bantuan yang

diterima.

Pe{arrjian Kerja Sama ini dibuat dan dslam rangkap 2 (dua), ditandatar4ani oleh
PARrt PIEAI( di atas kertas bermateraj cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
safila.

PEIVERIII.,A BAITTU.AII, PP,i,

ti'"^]
I{STIJA I(PE,

Nip.

Kopr0a Dlner Laopun6

Nip

Disi de qSgrr Namr-l9gstscp_dqlla44cla4cqr-



Fo:rn 2.12
I

(KOP BUPATT/WALTKOTA)

20

( ..... ) oerkas proposal
Usulan Bantuan Pembangunan
BSMS

Kepada
Yth. GT'BERIYITR LA}IPUIIG

di
Bandar Larnpung

Dengan ini kami sampaikan usulan bantuan pembangunan
P.TLH di Kabupaten / Kotir . .............sebagai berikut:

No. KecaIIlatan Kelurahan
Kelompok Penerima

Bantuan

I

I

Kami bersedia mendukung pelaksanaaa pembangunan BSMS
tersebtrt berupa upah, peralatan ke{a darr tenaga pendamping yang
bersumber dari APBII Kab/Kota. Kami menjamin penyelesaian
pembangunan BSMS sebelum berakhirnya tahun anggaran dan
akan melaporkan hasilnya.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima
l<asih.

Bupati/Walikota

Nomor :

Lampirar. :

Hal :

l

Tembtrsar

i. Kepala Dinas PKP Provinsi la:npung;
2. (.etua Pokja PI(P Provinsi l.ampung;



IJFA-IAN PDKERJA N

-B..i b.ior, tD I rnn Slu

-B..it.cr.nOSmmSNl
.S.n.n f.tl okg

VOLUME

Il./tROA

SATI'A}I
(liP)

I Btg

Btg

2*
M3

M3-1 -E;[;;;;n -
-l'.ryu (5 coulocn x4 rn)

Kuen Pin. r de J.rd.L
-r

Btg

Unn
D.n J.nd.h Odrdont ll SO.rn x30.m)
S.rtr id ntilritlnyrl l3ocrn x4ocrD)

-Kul6n PintuB.LlrnS(2 oo.[r r8ocEl
drDjo dclac.'rdoE8ll I Ocar x50c6l
.. nevcntihtinyrll 30cm x40col

Unil

Unit

Unit

)

Urrit

Urt
Unit

-,Ku..nJ6nd6l.2 xll
dnli.n^V.ntiL.inyr{ 1 00ctnx4ocar)

7 oun Pintud.cl.odoh
-----+

-Drlrl:Pt,tu(Prnr[iryut20 ].!l 160

-D&unJ6ncchKac.lsocEr xl 50crn)

-DrurJ.ndrhlh..{5osn xl I ocm;

I lOcB)

lv P.LrJnl!!i.ltal
Lent , iRaL{qMutu Bo)l:5t.5cm

s.nr6r@sr)kc

-Pa ,ryo'eng

LantriRtP6
-Frp.n(2,scm r'o.ra x4 m)

-K.yr(8 cmxlzc.n xa mlir'rlo m
-l{eyu{S cmrT cm x4 6L,ir!klm
vpr-L[.r.tt
-Tukeng

-P.6bl',tu Tul^ng

--M.lo-lou-.l-rnajfiiiit;G;;-
VI

-3lo..t JonSkok

-Pipr p.rrton

, .ngr!1, rlot pintu,

ikst
-Plprn D.kiriru

JUMLAH

[-----lJik]ir,ta-h UI,

Konsultan Manajemen

I
M2

Za!<

M3

M2

Lbr

Brg

Btg

oh
oh
Kdi

Unit

Btg

L

Ketua KPB

Diajukan oleh,

Penerima Barltuan

b

SUMBER DAXA/BAHAN

l.(oE hi
B.lBn

Biigutrln
LaD

BSPW Dana
nrn&i

TOfA,-
qANOA

(RP)

RP RP

I

-
..........20..

---DiFffiui/Disahlan oleh,

fim e a
Diverifikasi validasi ole

S1

i{o

Ir] u

Rp.

PFIX



T-------]
i [orm 2-O IL--_. I BERII.A ACARA IIASIL VERIFIKAAI

PEF.MOHOIYAIT IIANTUAN BAMS BDRT'PA UANG I,'ITTI'X PEUBAITGUITAIT RI'I,H
I(A8IJI'ATDS/KOTA...... KECA.I[A'TAI{....... DEAA/KSLT'RAIIAN..,.,.

Pada Hari ini,...,.. Tan8gal...... Bulan.... Tahun.,..., yang bertandatangan di bawah ini

1, Narna

NIP

Jabatan
Seiaku

2. lTama
I.IIP

Jabatan

Selaku

(Jabatan Struktural).....
Ketua Tim Teknis Provinsi Lampung

(Jabatan Struktural)........

Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.............

Meuyatakan:
I Tclah nrelal:ukan verifikasi dan validasi lapangan rerhadap pcrmohonan l)antuan berupa

uanB unt,rl( pembangunan Rumah Tidak Laya-k H;ni dengan hasil scbagai berikut:

Memenuhi
Kondisi Lapang,an-Dokumen Ya Keterangan

Kesanggupan nrenyele saikan PK tepat
wakhi dengan kualitao bdk
I(P[J b'iranggotakan paling sedikit 5 {lima)
paling ba.nyak 20 (dua puluh) p:nerima BSMS

Permohonan disctu-iui oleh kepala
/ luralr

2. rh.idasarkal hasil verihkasi tersebut, permohonan ca-lon penetima BSMS atas nama
irlanrat ... .......... desa/kel .......... kec .......... Kab/Kota ............ dinyatakan

la1.rk/tidak layak') ur,tuk diproses lebih lanjut.
Demikian Berita Acara Hasil Verilikasi ,lan validasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
oiperg.lnakan oebE(aimana mestinya.

aJemen Ketna KPB Ca]on Penerima Bantuan

Diverifikasi oleh,

paten

4

'j

e

Tidak

?im Teknis Provinsi

satu - satrrrrya
kondisi layak huni.

unfuk pembangunan RILH
\'ang tidak dalam status sengketa

No

3

20.



l l{anra

NIF

Jabatan
Se)a.ku

2. I{ama

NIP

,iabamn

Selsl<u

BERT?A ACAIIA HASII VERIFU{ASI

PDRMOHOIIAII AAITTUAIT BAPW BERI'PA UAtrG T,ltTUI( PEUBATGI'TAII RN.E
DEIIGAIT FITI|GSI RUUAII Ttrt(XIAL D,.rf POIfDOI( WIBATA

KABrrPAlErr/KOTA...... XECAUATAII....... DESA/I@LI,RAEAr......

(Jabatan Struktrlra.l)..
Ketua Tim Teknis Provinsi Lampung

(Jabatan Struktural)........
Ketua fim Teknis Kabupaten/ Kota....,..,....,.....

Menyatakan:
l. Telah melakukarr verifikasi dan validasi lapangan terhadap permohonan bantuan berupa

u.rng untuk pembangunan Rumah Tidak tayak Huni dengan hasil scbagai beril:ut:

Memenuhi
llo Kor.dlot lapangan-Dokumen Tidak

Rumah tinggal satu-satunya dan dalam
kondisi tidak layak huni.
'l'erscdia tanah untuk pembangunan RTLH
I'ang trcak delam statu s sengketa
'l'erl.tak pada Kawasan Strategrs Pariwigata
IlesanffIupen mem.iungsikan rumah tinggal d
pondok rrisata serta mengurus perizinan

iaran usaha pondok wisata
Kesarggrrpan menyelesaikan PK tepat
walrtu deng,an kualitas baik

6 Bcrerggotakan paling scdikit 5 (iim4
paling banyeJ< 20 (dua puluh) penerima BSPW

7 Permohonan disctujui oleh kepala
desa/ t.rrah

1

1

5

_J

2. Berdasarkan lrasil verifikasi tersebut, permohonen calon perterima BSP1 atas nama
dinyatakanalarn[t ........ desa/lcel ........... kec ......... Ihb/Kota

masuk/tida)< 'l dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsl Lampung schingga layak/ tidal
layak ') untuk diproses lebih lanjut.

3. Dlrnlidar Berlta Acara Hasll Verl{lkast den validasi lni dtbuat denSan scbenamya dan dapat

20..
Ketrra KPB Calorr Penerima Bantuan

Ya Keterangan

Diverihkasi oleh,

ons finaJ emen Tim e s

L

I rnas t'a ekraf SI PU Tata Ruang sl

Teknis Ikbupaten Kota

Form 2- 10

Pa(la Hari rrri,...... Tanggal...... Bulan.... Tahun....., yang bertandatangan di bawah. ini:

't

I

I



Form 2.l l

Tirg_tal ---__l
kat

{'l) Brrdararkan Data dan Infoinasi Kcmirkinan dari Baden Pusat stati.tili
('2) Bcrdalarkan &ta rurnah tEngga yang sukan layak huni dibagi jumlah rumah tangF dl,ri Badan Pulat S+"atistik

('31 Bcrdararka! data rumrh tangta incnurut staius kcpernilikan dibogi jur,lah rumah tat:Ea dari Brdan Pusat Statistik

?otal

,Eclorcrr€

sko{

I 2 3 4 6 6 a 9 l6

I

I

:o il t2 l3 l6

I
I

I

I

t

FOEIL{T PEMi.AJA.il ITABIIPATtsT,/ SOTA

Pcfakaaaaa.rr

sry B4anq*ry Me!r!lliki
pr"SB-
ScrupF

ptrrS

Sk6r'.

I

t{o. bf;x"t"

Data :Da'; - skor sk6
7 t1

I]tr

Kct:



form 2- 14

Iic,mor BNBA :

No;ncrr KTP :

Nama Penerima Bantuan :

Penghasilan per bulan :

Alanrat :

Desa/Kelurahan '.

Kecarnatan :

Kabupar.en/Kota :

[-;[--l
KomponenRumah

KeselanlatanBang.rnan
Stnrkt,li'al

Non Srrukt':ral
Per si

l(userr
3 Ata

Len

Konsultan Manajemen

PEITII.AIAN KOI{DISI RUII!/IH TIDAK I.AYAI( HT'ITI (Rl'LHI/
I(EBUTI'IIAIT RI'UAII TII{GGAL

rrr --

foto kondisi rumal/ tanah

20...

Calon Penerima Bantuan

E
Ruang Crrku
m2

III Kesehatan Memenuhi
PencaJrayatn M inimal 1 0p/,
Dari luas dinding

2
I Penghaw€En Minimal 59t dari

Luas sirkulasi

-l LeErie.diaan Air bersih
I Ketersediaan MriK

Hasil Penilaian

n PK Sedan PK Berat PK Totai

3

PB

Mengetahr.ri dan Menyetujui,
Kepala Dt-.sa/Lurah

KeteranganTingkat Layak Huni

Tklak Rusak Rusak/Tidal< Ada

f i<lak Cuku

Tidak Memenuhi

I Pondas:
in

Pti

1

B
I
2

4

I



pElrrLtuAr{ KolrDrsr RUMNI TIDN( I"AyAIt IIUI|I IRTIH)/
KEBUTI'IIAN RTIMAH T]IJ{(}CiAI DA.II POIITDOK WISATA

NomorBNBA :

Nor::or KTP :

!.lama Pencrima Bantuan :

Pr'ngha.silan per bulan :

Alarnat :

l)esa/ Keluratran :

Kecanratrtn :

I(ab .rpaten/ Kota :

KssclnmatanBangunan
StrukLural

TinSkat Layak Huni
'I idali Rusak

3

Pondasi
l<olom

Ata
R Non Struktural

Dinding Pt:gisi
Kuscn
At

4 Lantal
KecukupanRuang
l{inimum qm2 lwa
Keseilatan
Per: c ahayaan Minimal I oplo

Dari luas
Penghawaan Minimal Solodari
Luas Cinding,ada sirkulasi

2

iI

3

2

3 KetersediaanMCK
IV Pemerrunan standar

iaan teEpat

ral l pembuangan alr

brrsih y
dengan j

a.rrg men8rnap

PK Rirr

Hasil Penilaian

Pk. Berat PK Total

Mengetahui dan lvtenyetuj ui,
Kepala Desa/Lurah

PB

20...

Calon Penerima Bantuan

foto kondisi rumah/tanah

Ketcrangan
Rusak/Tidak Ada

2

I
I1I Memcnuhi Tidak Memenuhi

Cuku

J

Konsultan Manajemen

lomr 1l-lJ

No KomponenRrrmah

(

1

Ba]ok

I

Culorp

I

I 66mrlilj psling sedikit 1 (satrr)
kamar dan paling banyak 5 0!na)
karuE yong khusus untu!

.1



--l

IIASIL SELEXSI CALOU PEEERIMA BSIilS PERSF-JRAhIGAIII
BEE.DASA.RI(AIT EE.SEPAI'.ATAI{ W.{RGA

Form 2- i6

Dese;'Ke! -rraha-n
K3camatan
Keb'.:paten,/ (ota
Provinsi :IAMPUNG

JENIS
KELAl,llN

____lrl3

NO KTP
ALAXAT
TEIIPAT

TIi{GGAL

i\6€l.m.t n Bar{rhan

I
?

E

I

.c

i
)

=

7n 7t

IlP l.t.b irig!l'-!hd.sr

Ko.npo6n St uktunrl

l:

E

E
B
a a

- 9aip I a
5

? 5

3S?3410680m3

7 ! s t0 tl r,{ l5 r0 n rg r! 7a

I sAlIUllll

OI

P
rElt Ylxrur
nmr

I
I

0t OI !t
2

n8u0

OT

sllxrl

sulll

360? 35 [ 18r 001n
pclluYlxmr

nmt
I

I
I

0r BT I

3
mllllYlt r0l

xII I I

IIlH/fllr 0t 3:-i7SZ08gm {)I I

NO NO.
EflaA

memerrla memenuterangan

20

Wakil dari Fes€rta/CPB

X'l|,dron lldl Stukt C

Cetaran

OY;.iix
o

ll

P

1t

z
EZovl6
H*
d

A

7

3 3mas lit0o{I

a

Kcpaia Desa/ Lurah KONSULTAN MANAJEMDN

(.(.. .) ( .) .) (.



D.sa/Selurahan
Kecamatarr
Kabupaten/Kota
fYcvinsi i,iiviPUNG

EiASIL SELEET.SI CA!.Oil PEITERIEA BSPtc PERSEORAT{GAII
BERI'ASARI{AI{ I(ESEPAJIAT.AI' SARGA

NO.
BNAA

.IENIS
KELAMIN

NO XiP IEXPAT
TINGGAI

5 6

r!El0affnc3l3 IPCllllY[mr

Ko.npo.'cn Stukt-r.l Kdnpcllsn Noi Struttr:'i

'a

E

E
6

P
t=

.9

,
nP

E

I

1 t r0 i? l3 tl

E

E.!9
!el
, o5

) ,
t =

P

r! ?0

z
E<
t9
E6c

7 t 3

s{tu r

0t

16 n IE ?r ?:l ? '11

I P
rF

OI 0l

? stfi$ P 3M!35088008',2
rPt&lYl[I0ttm_
IIull 0l OI

3 3 rau0 P S8Bz6l,{E0rl lffi'n''
t c0tlt II 38C45708Xm 0l t

17Ttd

HASILREMBUG

Q ia
Eo

memenu memenu

20

KCNSI ILTAN MANAJEMENKepala Desa/ Lura-h Wakil dari Pescrta/CPB

Fomr 2-17

NO

r\-.im.bn A. n0un.n

I

P
I
E

3

6 ?5

I

9rfi

0t

?

.)(. .) (.. .) (. ) (.



Form:-18 I

_)
IEiIBAR REI(AFITI,LASI TJE-RIFIXASI PROPOSAL BSUS BENBEI{TIIK UA}JG UIYTTJI< PER,SEoRAITGA.IT

Desa/Kelureha:-r
Kabupaten/ Ko'.4

Provinsi
Jumlah Penerima Bantuan

: I.AMPUNC

.......oiang

No PK

I

4

Nama
P:ne rima

BSMS
Alanat NIK

Ke Rekomendasi

Ar A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Ya Tidak

I

2
.)

5
6

8
9
10
11 I I

72
13
14
15 I

16
1'7 I
18
19
20

Keterangan



A i. sumi Pe!'mohonan

A2. Fotokopi Ikrtu Tanda PcnCuduk (I'.TP)

A3. Fotokopi l{artu Keiuarga (KK)

4,4. Surat ket€rangan pengirasrran

45. Fotokopi sertifika! tair^h erau bukti kepe'niiikan penguasaan tanah ,la-ri peiabat yang berwenang
A6. Surat pe!'nyataan

.q7. Surat frernyataan trdak memiliki kemampuan da-na swadaya bagi penerima BSMS berupa uang 0anjut usia dan disabilitas)
A8. Foto kondisi awa] U/"
A9. Spesir-rkasi teknis untuk PK

A lo.Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rckomendasi Verilikator
'landa Tangal &

Stempel
Lembaga/Instansi

l,eve! Ner,r6 alalr Mt Tanggal Ke iera]rgarl/ Cata'tan

i Konsulta n Manajemen

Tim Teknis
Provinsi

Tim Teknis
Kabupaten/Kota

NIP

No

.)

NiP



Form:-r9

10

LE!'!BAR REXAPITT LASMRIEII(ASI PRCPOSAL BSI"W BERBENTUIi UAM tilllini PEF-SDORA.B;GA:E

l)c sa r/ lc i trrah;r n
KaLupaten/ I(<.'ta

hovinsi
Jumlah Penerima Bantuan

: LAMPUNG

.-..orang

Ke

A3
I.{o

i,lama
Peneriml

BSMS
.qlamat PK

lo, A2 A6.44 A5

ljar t

A7 A8 A9 Al0
Rekomenciasi

Al l Ya

2
3
4
5
6
7

a
9

lt
I

t2
13 I

t4 I

15
15
t7
18
l9
20

I

I
-{

NIK fidak
I

tl





EB
keterangan :

At. Suat Fermohonal
A2. Fotokopi Kartu'farr,.:a Fencuduk IKTP)

A3. Fotokcpi Kartu Kelu&3a (KIii

A4. Surat y-eterangan pengha sil,an

AS. Fotokopi senifkat knah atzu bukti kepmilikan penguasaan tanah dari pcjal,at.va;rg be: wene-ng

A6. Rekomendasi dari PD Kab/ Kora """ membidangi rata Puang, PKP' Parekraf'

AZ. Surat pernyataan. (menyatakan juga ekerl ms6frulgsikan sebagai runrah tinggal dan pondok wisata.

Ag. Surat pernyataan tidak memiliki kemampua darla swada5ra bagi penerima BSMS berupa uang (lanjui usia dan disabilitas)

A9. Foto kondisi awal U/o

AlC. Spesifikasi tekris untuk PK

A1 l.Rencsna Anggiaren Biaya (RAB)

Tanda Tangan &
Stemp€l

Lembaga/insta.nsi
Tanggal Keterangan/ Catat8n

Konsultan Manajemen

Unsur Dir^as PU dan Pena
Ruang

Unsur Dinas Pariwisata
Ekonomi Kreatif

Nsrna dan NIP

NIP

NIP
4

NIP

No

I

2 Tim Teknis
Provinsi

I3

5

NIP

Rekomendasi Verifikator

I-evel

TIm teknis
KabupaiEn/ Kota



Fo:n 2-20 PERIIOHONAI{ PEICEtrAFAIS PEI| ERIMA
BADITITAI{ SWADAYA MAIIAIT SE"IAHTERA IBSUS}

Norrr<lr
Lampiran
Perihal

20..

: Permohonan Penetapar, Penerima
RSMS Desa/Kelura.han..............

K"epada'/th.
Kepala Dinas PKP Provinsi

di
Bander l,ampurrg

Berclaearkan ha.eil verilikasi proposal BSMS yang dilekuker bereama Konsultan
Pendamping Kabupaten/ Kota , dengal ini kami menyatal@n bahwa
proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSMS di:

Desa/Keiurahan
Kabupaten/l(ota
Pr:vinsi
J r:nrl,ah Penerima Bantuan:.........................oran9

'lerlampir krrmi sampaikan :

1 .Lernbar Verifikasi Proposal BSMS.
2. Proposal Penerima BS\{S.

Selanjutnl'a kami bersedia:
r Menjamin pelaksanaan kegiatan BSMS sesuai ketentuan yang berlaku.
n Melakukan perrrbinaan dan pemberdayaan lrepada penerima bantuan agar

dapat urelaksanakan pembangunrin.

Demikjan permohonan penetapan penerima BSMS ini kami ajukan agar dapat
diprooes sebagai:mana mestinya.

Ketua Tirn 'i'eknis
Kabupaten/Kota ....

NIP........
Ternbtrsan:
1. Br.pati/ Walikota
2. Kepala Dinas PKP lhb/Kota....
3. Ketua Pokja PKP Kabupaten/Kota...

'{t



(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

lt"-'-=l

Menimbang

Mengingat

KEPI]TUSA.N GTIBERNUR LAMPUNG

N()MOR 120....

IENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAIA MAIIAN SzuAHTERA (BSMS)

TAHUN ANGGARAN 20......,

DESA/KELURAHAN KECAMA'IAN
KABUPATET{/KOTA

PROVINSI LAIIPUNG

Gubemur la-mpung,

1

2

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(31 Peraturan Gubernur lampung Nomor.... Tahun ...
tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;

b. bahwa nama-nama penerima BSMS yang
tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS,
sebagai:nana dimaksud dalam Pasal Peratlrran
Gubernur lampung Nomor ....... Tah.un .... Tentang
Bantuan Srvadaya Mahan Sejahtera. dan Pondok Wisata;

c. bahwa berda.sarkan pertimbnngan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur [,ampun g tentang
Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)
Tahun Anggaran 20...

Undang- Undang Nomor I Tahun 20L1 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perurnahan dan
Kawasan Permukiman;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lamptrng sebagaimana telah diubah
dengan Pera.turan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun
2017;
Peratrtran t)nerah Provinsi lampung Nomor "' Tahun
...... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Provinsi Lampung Tahun ...... ;

Pe,raturan Gu'oernur lannpung Nomor.""""Tahun
....tentang Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan

Pondok Wisata di Prcrvinsi L,ampung'
i...trrtrt Gubernur Lampung Nomor "" Tahun "'
t-entang Doliumen Petaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun ""'

2

4

5

6



Memperhatikan

Menctapkarr

I(ES,\TU

KE])UA

KE1IGA

KEIiI'APAT

.Se!ncn_irll_lliacBpgjlqn--Brpadg-ylb:
1.. Brrpati/Walikota .....;
2. KepaJa Dinas PKP ttovinsi Lampung;
3. Ketua Pol.rla PI(P Provinsi La.mpung;
4. Ketr,ra Pokja PKP Kabupaten/'Kot4..,..
li. Penerima BSMS

(hal-hal yang menjadi dasar d.alam penetapan
penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera)

MEIVTUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN PENERI}VIA BANTUAN SWADAYA MAHAN
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 20.....

Menetapkan narna-nama penerima Bantuan Swadaya
Mahan Sejahtera (BSNIS) berupa uang yang selanjutnya
dis€t,ut penerina BSMS selngaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini,

Penerima BSMS sebagainrana dimaksud dalam Diktum
KESATU w'ajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti
program BSMS sesuai peraturan perundang-undangan.

Segala biaya vang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputu sa.n inj dibebankan kepada Anggaran
Pendapatarr dan Belanja f)aerah Provinsi.

Ditetapkan di
Pada taaggal
Gubernur Lampung

20..

Keputusan inr mulai berlaku sejak taaggal dirctapkan,
dengan keterrtuan bahwa Begala Eeou.atunya akan
dilakukan perbaikan sebagarmanamestinya jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan di dalam
penetirpal ini.



DA}TAR NAII{A PE}IILIK RTI,E PENERIMA BANTUAII SWADAYA MAEAN SEJAHTERA TAEIJN 20,...

KABUPATSN/I(O'IA
KECAMA'I'AN
D[)SAi KELIIRAHAN

Lampiran Keputusan Gubcmur LampuDg
Nomor :

Tanggal :

Tentang :

Gubemur I-ampung

NO
lio

BNBA
NAMA NAMA KPB

BESAR
BANTUAN

(np.)

I

L___l.!

I
l0

I

NO KTP ALAMAT
TEMPAT
TINGOAL

4

JENIS
KET^AMIN

5

6

I
__t__

3



Form 2-22 LAPORAN PENG}GUNAAN DAI{A BSMS

/\. PROGI'JIS PEI AI(SAIYA/UV PEMBANGUNAN BSMS

Keadaan tPlo Keadaan 37/o

p:
Lantai
Dinding :

lantai :

Dinding:

Atap:
Lantai :

I

1'ampak 45 derajat
Samping Kiri

EI.DOKIIMEN PENGGUN.\AN DANA BSMS

1. Nota. Penbayaran Bahan Bangunan
F.'*'itansr pembayaran upah tukang

a

20.....

Disci.'rjui,
Tim Teknis
Frovhsi

Diverifikasi,
Tim Teknis
Kab/Kota

Didampingi.
Konsultan
Manajemen

Ilek:rnendasi oleh TimTeknis :

l.Prugres Fisik 100 9i,, dilaporkan telah Tuntas*)
z.Progr€s Fisik tElum [rencapai IO0% da]am tshun &nggaran berkenaan, Penerima

Balltuan meng,embaUkan dana BSMS,)

Keadaan Minimal 100o/o

Pembuat l,aporan,
Penerima Bantuan

Nama l'enerima Bantuan :

Noruor BNBA :

Besor Pantuon :

Nama I(l)B :



(KOP GUBERNUR LAMPUNG)

KEPLITUS A}.I GUBERNUR I,AMPU NG
NOMOR 120.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SWADAYA R)NDOK WISATA

TAHUN .qNGGARAN 20.,.....

Gubemur lamprrng,

Me rimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Peraturan Pem:rintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Perrnukiman;

3. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun
2017;

4 Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor ..' Tahtln
...... Tentang AngSaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Prolrinsi l,ampung Tahun ...... ;

5. Peraturan Gubemur Itrnpung Nomor.........Tahun
....tentang B&ntuan Swadaya Mahan Sejahtera dan
Pondok Wisafa di Prcvinsi lampung.

6. Peraturan Gubernur lampung Nomor .... Tahun ...

tentang Dokumert Felaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun .....
: (hal-hal yang meniadi dasar dalam penetapan
penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata)

Merrperhatikan

tEryl

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat
... Peraturan Gubernur La.rnoung Norror.... Tahun ...
tentang Bantuan S*adaya Mahan Sejahtera dan
Pondok Wisata di Provinsi Lampung;

b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang
tercanturn dalam lampirar Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan menjadi penerima BSMS
berupa uang untuk Peningkatan Kualitas RTLH,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. Peraturan
Gubernur Lar,nprrng Nomor ..,.,., Tahun ... tentang
Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok
Wisata. di Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hunrf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang
Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wieata berupa
Llang untuk 1'ahun Anggaran 20...


